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ABSTRAK

Nama . Shiddigia Al-Munthadar

Nim : 220102116

Fakultas/Prodi : Syaria’ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Implentasi Akad Murabahah dan rahn pada

Praktik Jual Beli emas Tidak tunai di Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-
MUI No 77/2010)

Tebal Halaman 66 Halamn

Pembimbing! : Dr.Badrul Munir, Lc., M.A.

Pembimbinag Il : Yuhasnibar, M.Ag

Kata Kunci - Murabahah, Rahn, Jual beli emas tidak tunai, Fatwa DSN-
MUI

Perkembangan produk keuangan syariah mendorong munculnya praktik jual beli
emas secara tidak tunai di lembaga keuangan, yang dalam figh muamalah masih
menimbulkan perbedaan pendapat terkait keabsahannya. Fatwa DSN-MUI No.
77 Tahun 2010 hadir sebagai landasan normatif yang membolehkan praktik
tersebut dengan syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
mekanisme pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa
tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis
penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak
Pegadaian Syariah Cabang banda Aceh dan nasabah, sedangkan data sekunder
diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, literatur dan jurnal terkait. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, dengan
analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
mekanisme jual beli emas tidak tunai dilakukan melalui tahapan pengajuan,
penetapan harga di awal akad, pembayaran uang muka, sistem angsuran tetap,
serta penerapan akad murabahah dan rahn, di mana emas dijadikan jaminan
hingga pelunasan. Praktik ini juga melibatkan komponen biaya seperti margin dan
ujrah yang disepakati di awal. Selanjutnya, dari aspek kesesuaian dengan Fatwa
DSN-MUI No. 77 Tahun 2010, praktik jual beli emas di Pegadaian Syatiah
cabang Banda Aceh secara umum telah memenuhi ketentuan syariah, seperti
kejelasan harga, tidak adanya perubahan angsuran, serta penggunaan jaminan
yang tidak dialihkan kepemilikannya. Meski demikian, masih diperlukan
penguatan pemahaman masyarakat atau nasabah terkait mekanisme dan akad
yang digunakan, agar transaksi tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga benar-
benar mencerminkan prinsip kerelaan para pihak (an taradhin minkum),
transparansi, dan kemaslahatan dalam figh muamalah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Muruf Huruf N Huruf \
ama ama
Arab Ngha Latin NEE! Tl Latin
te
tidak tidak | (dengan
\ ARf | dilamba | dilam | & @ T L.
ngkan ba titik di
ngkan bawah)
zet
L (dengan
< a’ za z
' b . B titik di
bawah)
koma
& Ta’ T Te d ‘ain i terbalik
(di atas)
es
& $a’ $ (deng ¢ Gain G Ge
an
titik
di
atas)
z Jim J Je o Fa F Ef
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ha
- (dengan | 4 Qaf Q Ki
c | Ha B itik d
bawah)
) L, ka dan o Kaf K Ka
> | pa| D De J | Lam | L El
zet
. . . (dengan Mim M Em
> Zal |2 itikdi | €
atas)
3 Zai 7 Zet B) Wau W We
" Sin S HE o Ha’ H Ha
os dad Hamz . Apostro
B Sytn Sy [
ye Ah F
es
_ (dengan P Y3’ Y Ye
o= | R S i | T
bawah)
de
. (dengan
o= | Dad o d ) ik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin




Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ & Fathah dan ya Ai
5 Fathah dan wau Au
Contoh:
—aS=kaifa, Js» =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
gl Fathah dan alif atau ya A
< Kasrah dan ya I
B) Dammah dan wau U
Contoh:

Je = gala
ZLY) = rama
Jds = qila
J e = yaqilu




4. Ta’ marbitah (3)
Transliterasi untuk ta’ marbatah ada dua. Yaitu:

a. Ta’ marbatah (3) hidup
Ta’ marbiitah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatzah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta’ marbttah (3) mati
Ta’ marbiitah ( 8) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta’ marbttah ( 3) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan

dengan h.
Contoh:
HOR SN AN -raud ah al-agfal
Aqyall § 5 3ali -al-Madinah al-Munawwarah
EU -ralhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:

Sy -rabbana J3% ¢ -nazzala

Xi



2 -al-birr zall -al-hajj
Az -NuU ‘ima

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hururf,
yaitu (J' ), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah
dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

Jasl -ar-rajulu Sl -as-sayyidatu
Gl -asy-syamsu ALl -al-galamu
&l -al-badri ‘u BYEN -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab
berupa alif

Contoh:
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054G g’ khuziina 45 _an-nau’
#eS -syai'un &) -inna

. . oE
sl -umirtu Y -akala
)

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh: ’
O350 A 5 A ¢ -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O uall s ST 18518 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
Saall sl 3 -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
Ll lalae il sy -Bismillahi majraha wa mursah
ol s il e g -Wa lillghi “ala an-ndsi hijju al-baiti
S 430) UL (i -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Jsn V) Aaak s _ .
D2 °  -Wa ma Muhammadun iZ/a rasul
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A m s i 0 )

Al 4 O30 o3 Glamay 5

-Inna awwala baitin wud
i‘a linndsi

-lallazi bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al

Qur’anu

-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil

qur’anu
u-ud\ &G 815 5 <Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini -
Nl & &5 e AThamdu lillahi rabbi al-‘Glamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
B gl (a Siad -Nasrun minallahi wa fathun qarib
Gaan 5140 -Lillahi al-amru jami‘an

ale o0l JS—‘ A3 -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

Xiv



1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern sekarang, investasi telah berkembang menjadi salah
satu bentuk muamalah yang sangat pesat di masyarakat, terutama karena
potensinya menghasilkan keuntungan jangka panjang. Ada beragam instrumen
investasi yang bisa dipilih, termasuk investasi emas. Di kalangan generasi milenial
dan generasi z, investasi emas semakin populer karena dianggap relatif aman dan
efektif melindungi nilai aset dalam jangka panjang.*

Emas merupakan instrumen investasi yang terkenal karena kestabilan
nilainya, yang secara konsisten mampu mempertahankan daya beli uang di tengah
tekanan inflasi yang terus meningkat. Selain itu, emas juga menawarkan tingkat
likuiditas yang sangat tinggi, memungkinkan pemiliknya untuk dengan mudah
menjual atau membelinya kapan pun dibutuhkan tanpa hambatan signifikan. Oleh
sebab itu, tidak mengherankan jika banyak kalangan masyarakat, mulai dari
individu hingga keluarga, memprioritaskan investasi emas sebagai strategi utama
untuk melindungi dan mengamankan kekayaan mereka, mempersiapkan
kebutuhan finansial di masa depan, serta membangun rencana keuangan jangka

panjang yang lebih matang dan terstruktur.?

Meskipun begitu, dari sudut pandang ekonomi syariah, aktivitas investasi
tidak boleh hanya dinilai berdasarkan potensi keuntungan finansial belaka,
melainkan wajib mematuhi seluruh prinsip-prinsip syariah secara ketat. Setiap

bentuk muamalah harus bebas sepenuhnya dari elemen riba, gharar

L Oman Fathurrohman SW Erdin Nadid, Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual
Beli Emas Non Tunai Dan Batasan Minimal Gramasi Pada Fitur Emas Dakam Aplikasi Dana,
Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. vol 9 no 4 (2024), him. 87.

2 Rizgia Noni Noviantry and Siti Kadariah, Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui
Produk Tabungan Emas Pada Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan, Maslahah :
Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah. Vol 3 no 1 (2025), him. 371
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(ketidakpastian atau ketidakjelasan), serta maisir (perjudian atau spekulasi
berlebihan), dan dilaksanakan melalui akad yang transparan, jelas, serta sah sesuai
ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, dalam praktik investasi emas terutama
yang bersifat tidak tunai perlu dilakukan kajian mendalam tidak hanya dari
perspektif keuntungan dan manfaat ekonominya saja, tetapi juga dari aspek
kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah figh muamalah.?

Pada dasarnya hukum daripada jual beli adalah boleh (mubah)
sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Bagarah (2): 275.

41 i3l asa s sl ) 0als

Artinya.... Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat ini menjadi landasan bagi aktivitas muamalah, termasuk transaksi

jual beli emas yang banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Secara

normatif, Al-Qur’an tidak secara eksplisit mengatur mengenai kebolehan atau

larangan jual beli emas secara tidak tunai. Namun demikian, ketentuan terkait

transaksi emas dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan

batasan tertentu dalam praktik pertukaran barang ribawi. Salah satu hadis yang

menjadi dasar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana
Rasulullah SAW bersabda:

530 19 s i Aadlly Ca ) sy

Artinya.... (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara
tunai. (H.R Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa emas sebagai barang ribawi pada dasarnya

harus diperjualbelikan secara tunai, di mana penyerahan barang dan pembayaran

3 Ahmad Sarwat, Figih Jual Beli, (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2018), him. 15-18.

4 Departemen Agama RI, Al-Qur“an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara,
2013), him. 47.

5 Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab Al-Buyu’, Bab Sharf, Hadis Riwayat Dari Umar
Bin Khattab no 1584. n.d.



dilakukan dalam satu majelis akad (ya ‘'dan bi ya ‘din). Ketentuan ini dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya riba, baik riba fadhl maupun riba nasi’ah dalam
transaksi emas. Namun dalam perkembangan perekonomian modern, khususnya
pada lembaga keuangan syariah, praktik jual beli emas tidak selalu dilakukan

secara tunai, melainkan melalui sistem cicilan atau pembayaran secara bertahap.®

Namun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, umat Islam kini
dihadapkan pada tantangan untuk dapat mengikuti kemajuan dan perubahan
zaman, baik dalam aspek teknologi maupun ekonomi. Saat ini, teknologi finansial
mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang membawa dampak signifikan
dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan transaksi
keuangan. Inovasi yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ini memudahkan
masyarakat untuk melakukan berbagai jenis transaksi dengan cara yang lebih
cepat, aman dan efisien. Salah satu contoh nyata dari kemajuan ini adalah dalam
transaksi jual beli emas. Jika sebelumnya emas hanya dapat dibeli secara langsung
di toko fisik atau lembaga keuangan tertentu, kini masyarakat memiliki
kemudahan untuk membeli dan menjual emas secara online dengan harga yang
terjangkau dan fleksibel bahkan dapat dibeli dengan nilai yg sangat kecil dengan

sistem pembayaran yang tidak tunai.’

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah menciptakan berbagai
jenis transaksi baru yang belum pernah ada dalam praktik muamalah tradisional.
Inovasi ini memerlukan ijtihad modern dari para ulama untuk menentukan status
hukum syariah pada produk-produk keuangan terkini, seperti jual beli emas secara
tidak tunai. Jika tidak ada dasar hukum yang kuat, praktik tersebut dapat
menyebabkan perbedaan antara prinsip syariah yang ideal dengan kondisi nyata

di masyarakat. Oleh karena itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

6 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1V, (Damaskus: Dar al-Fikr,
2007), him. 312-315.
7 Ibid, him. 15-18.



Indonesia (DSN-MUI) sangat krusial sebagai panduan bagi lembaga keuangan

syariah dalam mengelola produk investasi emas.

Perbedaan kondisi antara ketentuan hadis dan praktik modern tersebut
menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama tetap
berpegang pada keharusan transaksi tunai, sementara sebagian lainnya
memberikan kelonggaran dengan mempertimbangkan bahwa emas saat ini tidak
lagi berfungsi sebagai alat tukar utama, melainkan sebagai komoditas atau
instrumen investasi. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kontemporer untuk
memberikan kepastian hukum terhadap praktik tersebut.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan jual beli
emas adalah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh melalui produk tabungan
emas. Produk ini merupakan layanan investasi emas yang bertujuan untuk
memudahkan masyarakat memiliki emas secara bertahap, aman, dan sesuai
dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, pembiayaan emas secara tidak tunai
dilakukan melalui akad murabahah antara pegadaian dan nasabah, di mana harga
jual telah ditentukan dan disepakati di awal akad. Selanjutnya emas yang menjadi
objek transaksi tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran

angsuran nasabah melalui akad rahn.

Setelah akad murabahah dilakukan, emas yang menjadi objek transaksi
secara hukum telah menjadi milik nasabah, namun penyerahannya ditangguhkan
dan tetap berada dalam penguasaan pegadaian hingga seluruh kewajiban
pembayaran diselesaikan. Emas tersebut dijadikan sebagai jaminan atas kewajiban
angsuran melalui akad rahn. Dengan demikian, dalam satu rangkaian transaksi
terdapat penggunaan dua akad, yaitu murabahah sebagai akad jual beli dan rahn

sebagai akad jaminan.®

8 Hasil wawancara Bersama M. Raul Putra, Manajemen Bisnis Pegadaian Syari’ah Cab
Banda Aceh, 13 April, 2026.



Penggunaan dua akad dalam satu transaksi ini menimbulkan persoalan
dalam kajian figh muamalah, khususnya terkait dengan konsep hybrid contract
(multi akad). Dalam prinsip dasar hukum Islam, penggabungan beberapa akad
pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang,
seperti gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi), maupun riba. Namun
demikian, apabila dua akad tersebut saling berkaitan secara erat dan menimbulkan

ketergantungan (ta allug), maka berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.®

Dalam konteks ini, penggabungan akad murabahah dan rahn perlu dikaji
lebih lanjut untuk memastikan bahwa masing-masing akad tetap berdiri secara
independen dan tidak saling mensyaratkan secara tidak sah. Apabila akad rahn
dijadikan sebagai syarat mutlak dalam akad murabahah, maka hal ini berpotensi
menimbulkan persoalan dalam figh muamalah, karena dapat mengarah pada
praktik yang menyerupai rekayasa akad (hilah) atau membuka celah terjadinya

unsur riba secara terselubung.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai
apakah praktik penggabungan akad tersebut telah sesuai dengan batasan yang
ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa
No. 77 Tahun 2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, khususnya terkait
dengan kejelasan akad dan larangan adanya tambahan yang tidak sah dalam
transaksi.

Menyikapi hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa yang
telah dikeluarkan setelah dipertimbangkan dan berpedoman pada Al-Qur’an,
hadist, kaedah figh, ijma’ dan pendapat dari para ulama, yaitu Fatwa DSN-MUI
No. 77/DSNMUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, di dalam

fatwanya dijelaskan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli

9 Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim,
(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), him. 227.



biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja 'iz) selama emas tidak
menjadi alat tukar yang resmi (uang).*

Dalam fatwa tersebut juga diberikan batasan dan ketentuan mengenai

kebolehan jual beli emas secara tidak tunai yaitu:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu
perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan
jaminan (rahn).

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2
tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang

menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini menjadi penting untuk
dilaksanakan karena berfokus analisis mendalam terhadap praktik jual beli emas
secara tidak tunai dalam produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang
Banda Aceh. Pemilihan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai objek
penelitian didasari beberapa alasan, dari sisi geografis, unit ini berada pada
kawasan yang sangat strategis, tepatnya di Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda
Aceh, yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi dan layanan
keuangan masyarakat, letak yang strategis tersebut membuat intensitas transaksi
di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh relatif tinggi, khususnya untuk produk

tabungan emas.

Selain itu, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh secara aktif
menyediakan layanan jual beli emas secara tidak tunai dengan menggunakan

akad-akad syariah yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu menganalisis

10 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah No 77
Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai,” Dewan Syariah Nasional MUI.
(2010), hlm. 1-11.



kesesuaian implementasi akad murabahah dan rahn dalam praktik jual beli emas
tidak tunai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.77/2010 tentang Jual Beli
Emas Tidak Tunai. Oleh karena itu peneliti melihat lokasi ini relevan untuk
memperoleh data empiris yang akurat mengenai implementasi prinsip syariah
dalam praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh.

Kajian ini diarahkan untuk menilai-dan melihat sejauh mana praktik
dilapangan selaras dengan Fatwa DSN-MUI No.77/2010. Temuan penelitian ini
di harapkan memberi sumbangan ilmiah bagi pengembangan diskursus figh
muamalah kontemporer serta menjadi bahan evaluasi lembaga keungan syariah
dalam merancang dan mengelola produk investasi emas yang benar-benar sesuai
prinsip syariah melalui judul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan
Rahn Pada Praktik Jual Beli Emas Tidak Tunai Di Pegadaian Syariah Cabang
Banda Aceh (Tinjauan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Ne 77/2010)”

B. Rumusam Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli emas tidak tunai dalam
layanan tabungan emas di pegadaian syariah Cabang Banda Aceh?

2. Bagaimana kesesuaian implementasi akad murabahah dan rahn pada
praktik jual beli emas secara tidak tunai di pegadaian syraiah Cabang
Banda Aceh dengan ketentuan fatwa DSN-MUI/VI No.77/2010 tentang

jual beli emas secara tidak tunai ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah

penelitian dan juga untuk mengarahkan agar peneilitian ini tetap berada didalam



koridor pembahasan yang benar agar dapat mencapai tujuannya. Maka daripada
itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan jual beli
emas tidak tunai dalam layanan tabungan emas di Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh.

2. Untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad murabahah dan rahn
pada praktik jual beli emas secara tidak tunai dalam layanan tabungan
emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI No. 77/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional
variabel yang penting dijelaskan untuk menegaskan makna istilah yang
digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian.
Adapun istilah-istilah yang penting penulis dalam skripsi ini ialah:

1. Analisis

Analisis merupakan proses yang melibatkan kegiatan mengurai,
memilah, dan menelaah suatu fenomena secara mendalam untuk
menemukan hubungan serta maknanya, termasuk dalam analisis data
kualitatif yang dilakukan secara sistematis guna memahami keterkaitan
antar bagian dan keseluruhannya. Dengan demikian, analisis tidak hanya
bertujuan memahami komponen secara terpisah, tetapi juga melihat
hubungan antar unsur dalam suatu kajian.!!* Dalam penelitian ini, analisis
digunakan untuk mengkaji dan membandingkan praktik jual beli emas

tidak tunai berbasis akad murabahah dan rahn di Pegadaian Syariah

1 Suyanto, Siswanto, Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif &Kuantitatif Pada
Penelitian Tindakan (PTK & PTS), cet 2 (klaten: BOSSSCRIPT, 2019), him. 333.



Cabang Banda Aceh dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010,
sehingga dapat dinilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip syariah
2. Implementasi
Kata Implementasi berasal dari kata Inggris “implement” yang artinya
menyediakan alat untuk menjalankan sesuatu atau mewujudkan dampak
nyata pada suatu aktivitas.!? Menurut Usman, implementasi atau
pelaksanaan tekanan pada aktivitas, tindakan, serta mekanisme suatu
system bukan sekadar operasional, melainkan rencana yang disusun untuk
mencapai tujuan tertentu.* Dalam penelitian ini, implementasi merujuk
pada proses penerapan praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh
3. Akad
Secara etimologi, akad merujuk pada ikatan yang terjalin antara dua
hal, baik yang bersifat nyata maupun abstrak, serta dapat terjadi dari satu
atau dua pihak. Adapun secara terminologi, akad didefinisikan sebagai
komitmen yang sah melalui ijab dan kabul sesuai ketentuan syariat, yang
memberikan pengaruh terhadap objek perjanjian.!* Akad yang penulis
maksud disini ialah akad yang digunakan pada transaksi jual beli emas

secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
4. Murabahah

Secara etimologi, murabahah bermakna saling memperoleh

keuntungan. Dalam ilmu figh, murabahah didefinisikan sebagai transaksi

2 Merriam, Webster Online, https://www.merriam-webster.com/dictionary/implement,
diakses tanggal: 10 maret 2026.

13 Nurdin usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Semarang: CV Obor
Pustaka, 2010), him 70.

14 Rahmat Syafei, Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS Dan Umum, (Bandung: Pustaka
Setis, 2015). him 44.
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jual beli dengan modal dasar ditambah keuntungan yang transparan.®
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
mengartikan murabahah sebagai akad pembiayaan barang di mana harga
beli diungkapkan kepada pembeli dan pembeli membayar harga yang
lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati.'® Sementara itu,
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan murabahah
sebagai pembiayaan yang saling menguntungkan antara pemilik modal
dan pihak yang membutuhkan melalui mekanisme jual beli dengan rincian
harga pengadaan dan harga jual yang mengandung laba, serta pembayaran
dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.’

Murabahah yang penulis maksud disini ialah, akad murabahah yang
dilaksanakan pada saat transaksi jual beli emas secara tidak tunai di

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
5. Rahn

Dalam figh muamalah gadai syariah atau rahn merupakan
kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam yang melibatkan
barang sebagai jaminan utang. Secara syar’i, rahn diartikan sebagai
memberikan sementara barang milik peminjam (rahin) kepada pemberi
pinjaman (murtahin) demi menjamin pelunasan hutang. Selama masa
pembayaran barang jaminan tersebut berada dalam penguasaan pemberi
pinjaman. Akad ini menciptakan keamanan dan stabilitas dalam transaksi

piutang yang bebas riba.

15 Salah As-sawi Abdullah al-muslih, Figh Ekonomi Keuangan Islam, Terj. Abu Umar
Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2017.

16 Penjelasan Pasal 19 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah

17 pasal 20 ayat (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

18 Choiriyah M Fahri Ramadhan, M leo Febriansyah, Ibnu agung Hermawan, “Konsep
Dan Implementasi Gadai ( Rahn ) Dalam Lembaga Keuangan Syariah : Kajian Figh Muamalah
Dan Regulasi Pegadaian,” Ekonomi, Bisnis Dan Amanjemen 3 (2025). him. 253-66.
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6. Praktik

Praktik Praktik berasal dari kata Inggris "practice™ yang berarti
pelaksanaan nyata atau penerapan langsung suatu gagasan, metode, atau
ketentuan, serta dalam KBBI didefinisikan sebagai wujud nyata dari teori
yang telah dipelajari.’® Di ranah akademik, praktik mengacu pada
penerapan norma atau aturan hukum dalam tindakan konkret oleh individu
maupun lembaga, yang mengilustrasikan bagaimana ketentuan itu
diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari—bukan hanya rumusan
normatif belaka.?® Pada penelitian ini, praktik dijadikan sorotan utama
guna mendengarkan transaksi jual beli emas tidak tunai di Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/2010,
sekaligus memainkan peran kunci dalam menjembatani norma hukum

dengan kondisi lapangan.

7. Jual Beli Tidak Tunai

Dalam konteks figh, jual beli dikenal dengan istilah al-bai’, yang
mengacu pada aktivitas menjual, mengganti dan menukar barang dengan
barang lainnya. Dalam bahasa Arab, istilah al-bai’ juga kadang digunakan

sebagai istilah yang berlawanan, yaitu asy-syira (beli).%

Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah,
menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan
melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling

merelakan.

19 Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI)

20 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Kencana,
2010), him. 527

2L Sonia Sharma Kelley, “Jual Beli Dalam Konteks Kekinian,” Optometry and Vision
Science. vol 79 no. 3 2002. him. 46.
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Sedangkan jual beli yang tidak melibatkan uang tunai (tidak tunai)
atau dikenal dengan al-bay 'u al-dayn. Istilah al-dayn secara linguistik
berasal dari kata ( ') yang berarti tunduk ( &= ) dan mengacu pada
harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain, mengharapkan
agar orang yang menerima harta tersebut dapat mengembalikannya
kepada pemberi.

Jual beli yang penulis maksud disini ialah jual beli secara tidak tunai
yang dipraktikkan pada proses transaksi emas tidak tunai di Pegadaian
Syariah Cabang Banda Acehh

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan proses menelaah penelitian terdahulu
untuk menghindari kesamaan serta sebagai bahan perbandingan, baik dari segi
persamaan maupun perbedaan. Dalam skripsi ini, penulis mengkaji berbagai
sumber seperti buku dan penelitian sebelumnya untuk memperkuat landasan teori
terkait implementasi akad murabahah dan rahn pada jual beli emas tidak tunai di
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.
77/2010. Sebagai berikut:

Pertama, artikel yang dipublis pada jurnal maslahah (2025) karya
mahasiswi Fakultas Ekonomi Islam Universitas Potensi Utama mengungkap
mekanisme investasi emas melalui produk tabungan emas di PT Pegadaian
Syariah Cabang AR Hakim Medan. Penelitian itu menilai praktiknya sudah
berjalan lancar, memudahkan nasabah, dan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/2010
berkat gabungan akad wadiah serta murabahah. Penelitian ini memiliki kesamaan
dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti jual beli emas tidak tunai di
pegadaian syariah berdasarkan fatwa tersebut, tapi fokusnya berbeda: penelitian

itu lebih pada mekanisme investasi dan kemudahan akses, sementara penelitian
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penulis tekankan penerapan akad murabahah-rahn plus analisis kepemilikan emas

selama cicilan.??

Kedua, artikel yang di publish pada Jurnal INDEKS (2024) karya Siti
Syafiah Bahita, Putri Nuraini dan Rifi Naufal Nugraha mengupas kehalalan
mekanisme tabungan emas di pegadaian syariah beserta tantangan penerapannya,
seperti rendahnya literasi masyarakat terhadap kontrak syariah. Kesimpulannya,
produk ini halal dan aman sebagai investasi, meski perlu edukasi lebih intensif.
Penelitian ini selaras dengan studi penulis karena sama-sama menelaah tabungan
emas lewat lensa muamalah, akan tetapi berbeda fokus, yang mana penelitian siti
Syariah bahida dan kawan-kawan lebih menyoroti kehalalan umum, literasi, dan
tantangan, sementara penelitian penulis mendalami analisis yuridis atas akad
murabahah-rahn berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010.%

Ketiga, Artikel yang di terbitkan oleh jurnal Igtishaduna: Jurnal IImiah
Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol. 7 No.3 (2026) karya Attahiria Nas,
Ismail, dan Imaniar Nur Fajriany S, yang mengupas konsep hybrid contract pada
produk keuangan syariah di Indonesia. Dengan pendekatan normatif melalui
kajian literatur figh muamalah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi terkait, penelitian
ini menyimpulkan bahwa akad ganda pada dasarnya boleh selama bebas dari riba,
gharar dan maisir, meski penerapannya rawan terhadap rekayasa akad, sehingga
perlu pengawasan yang lebih ketat. Studi ini mirip dengan penelitian penulis
karena sama-sama menyoroti akad ganda dari sudut figh muamalah, tapi berbeda
focus, artikel ini bersifat umum dan normatif, sementara penelitian penulis lebih

berfokus pada penerapan akad murabahah dan rahn untuk jual beli emas tidak

22 Noviantry and Kadariah, Analisis Mekanisme Investasi Emas Melalui Produk
Tabungan Emas Pada Pada PT. Pegadaian Syariah Cab AR.Hakim Medan. Jurnal Maslahah :
manajemen dan Ekonomi Syariah, vol 3 no 1, him. 369-376.

23 Rifi Naufal Nugraha Siti Syafiah Bahita, Putri Nuraini, “Tabungan Emas Di Pegadaian
Syariah Dalam Perspektif Muamalah,” INDEKS : Inovasi Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, vol 1,
no. 2 (2024), him. 79-92.
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tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77
Tahun 2010.2*

Keempat, artikel yang diterbitkan ULIL ALBAB: Jurnal limiah
Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2023) karya Siti Lutfiyah membahas penerapan al-
uqud al-murakkabah (hybrid contract) di lembaga keuangan syariah, sebagai
jawaban atas kebutuhan inovasi transaksi jaman sekarang. Penelitian ini
menegaskan bahwa penggabungan akad boleh saja selama selaras dengan prinsip
syariah, meski ada hadis larangan seperti bai‘ataini fi bai'atin yang perlu dipahami
dalam konteksnya. Kajian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis
karena sama-sama mengupas akad ganda lewat kacamata figh muamalah, tapi
beda transmisi: yang itu lebih ke teori dan normatif, sementara penelitian penulis
lebih konkret dan empiris, fokus pada aplikasi murabahah-rahn dalam jual beli
emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sesuai Fatwa DSN-
MUI No. 77/2010.%

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina pada tahun 2018, yang
berjudul tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas online melalui media
bukaemas di bukaemas, menyimpulkan bahwa jual beli emas tidak memicu dua
kubu ulama mayoritas melarang, sisanya membolehkan serta menekan urgensi
mekanisme yang jelas untuk mencegah penipuan. Penelitian ini mirip dengan
studi penulis karena sama-sama mengupas jual beli emas tidak tunai plus
perbedaan pandangan ulama, tapi beda objeknya: yang itu soroti transaksi e-

commerce, sementara penelitian penulis fokus pada Pegadaian Syariah Cabang

24 Imaniar Nur Fajriany S Attahiria Nas, Ismail, Hybrid Contract Dalam Produk
Keuangan Syariah Di Indonesia: Analisis Kritis Perspektif Figh Muamalah. Igtishaduna : Jurnal
llmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, vol 7 No April, 2026. him. 18.

25 Qiti Luthfiyah, “Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah Atau Hybrid Contract
Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol 2 No 2, 2023,
him. 609-16.
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Banda Aceh, dengan penerapan analisis akad murabahah dan rahn di ranah

institusional.?®

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Indra Suwanda pada tahun 2018
berjudul analisis implementasi fatwa dsn-mui no. 77/2010 tentang jual beli emas
secara tidak tunai, menyimpulkan bahwa praktik di Pegadaian Syariah sudah
selaras dengan fatwa, terlihat dari harga emas tetap selama cicilan dan
dikecualikan emas oleh pihak pegadaian. Penelitian ini mempunyai kesamaan
dengan studi penulis karena sama-sama menganalisis penerapan Fatwa DSN-
MUI No. 77/2010 pada jual beli emas tidak tunai, akan tetapi terdapat perbedaan
yang mana pada skripsi Indra Suwanda lebih menekankan kesesuaian harga serta
objek, sementara penelitian penulis lebih mendalami akad murabahah dan rahn

ditambah isu kepemilikan emas.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Yatasya Amira pada tahun 2024
mengkaji penguasaan objek dalam jual beli emas pada produk tabungan emas di
Pegadaian Syariah melalui konsep bai' muajjal, yang menyimpulkan bahwa emas
dibeli secara cicilan dengan kepemilikan penuh baru didapat setelah lunas—
meski objeknya belum terlihat nyata, tapi tetap sah berkat kesepakatan para pihak.
Penelitian ini mirip dengan studi penulis karena sama-sama membahas jual beli
emas cicilan dan penguasaan objek di Pegadaian Syariah, namun beda fokus: yang

itu pakai pendekatan bai' muajjal, sedangkan penelitian penulis lebih soroti akad

% Mulya Gustina, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui
Media BukaEmas Di Bukalapak. (2018), him. 91-102.

27 Indra Suwanda, Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010
Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim
Bandar Lampung), vol. 3 no 2, 2018, him. 91-102
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murabahah serta rahn, plus analisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010
di Cabang Banda Aceh.?

F. Metode penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya membutuhkan metode penelitian yang
tepat agar fokus atau inti objek yang diteliti tetap konsisten, serta prosedur
penelitian yang sistematis untuk memastikan validitas data yang diperoleh, untuk
mencapai tujuan penelitian, tahapan atau prosedur dalam metode penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian ini dengan
pendekatan yuridis Empiris, pendekatan yuridis yang dimaksudkan
adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam
melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan
bahan-bahan hukum, seperti Fatwa DSN MUI No 77/2010, Fatwa DSN
MUI No 92/2014, Fatwa DSN MUI No 25/2002 dan Fatwa DSN MUI
No 4/2000. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat
hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam
penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung

dari lokasi penelitian.?

2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang penulis terapkan dalam studi penelitian ini
adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuannya adalah

untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan akurat mengenai kondisi

28 Yatasya Amira, Analisis Penguasaan Objek jual Beli Emas Pada produk Tabungan
Emas PT. Pegadaian syariah dalam Konsep Ba'i Muajjal (Penelitian Di PT. Pegadaian Syariah
Cab. Banda Aceh), 2024.

2 Ninla Elmawati Falabiba, Problematika Hukum Acara Gugatan Sederhana Dalam
Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga, 2019. him. 57-64.
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yang sebenarnya terjadi dilapangan.® Yang mana penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kesesuaian implementasi akad murabahah dan rahn
pada praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang banda
Aceh dengan Fatwa DSN-MUI No.77/2010 mengenai jual beli emas tidak
tunai. Dalam menerapkan metode ini peneliti melakukan observasi secara
langsung dengan mengunjungi lokasi untuk mengumpulkan data dan
menjelaskan secara rinci serta mendalam mengenai praktik jual beli emas
tidak tunai yang dilakukan oleh masyarakat selama ini di pegadaian

syariah, termasuk mekanisme dan sebagainya.

. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah
subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun mengenai sumber data
dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan

data sekunder.

a. Data Primer
Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari penelitian
lapangan (field research), yaitu data yang diperoleh langsung dari
responden melalui wawancara dengan meneliti langsung ke lapangan.
data primer yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Hasil wawancara langsung staff Pegadaian Syariah Cab Banda
Aceh yang bertanggung jawab pada produk layanan tabungan
emas.

2. Hasil wawancara langsung dengan nasabah yang melakukan
transaksi pembelian emas secara tidak  tunai di Pegadaian

Syariah Cab Banda Aceh atau orang-orang yang berkaitan

30 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), him.63.
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dengan transaksi jual beli emas di Pegadaian Syariah Cab

Banda Aceh.

Pada proses pengumpulan data peneliti akan mengumpulkan
data secara langsung kepada para responden guna menunjang

keakuratan data.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperlukan untuk
menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, yang diperoleh dari
berbagai sumber yang telah diteliti oleh beberapa peneliti
sebelumnya, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan
penelitian maupun sumber pustaka lainnya. Data sekunder yang akan
digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai telaah
pustaka (library research), yang melibatkan penelitian terhadap
literatur yang telah dipublikasikan dan berkaitan dengan konsep jual
beli emas, serta ketentuan hukum positif yang mengatur tentang jual

beli terutama jual beli emas, serta berbagai data sekunder lainnya.*

4. Metode Pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dan
membahas masalah yang ada, ada beberapa metode yang penulis gunakan
diantaranya, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka sebagai teknik
pengumpulan data.
a. Wawancara (Interview)
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui teknik
wawancara, yaitu cara langsung mengajukan pertanyaan kepada

narasumber yang memiliki peran dan pengetahuan relevan soal objek

31 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997), him 84.
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kajian. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara terbimbing,
di mana sesi tanya-jawab difokuskan pada isu-isu yang sudah
dirancang sebelumnya melalui pedoman pertanyaan tertulis, sehingga
pembahasan tetap terstruktur, sistematis, dan selaras dengan tujuan
penelitian.®
b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah proses yang melibatkan pendalaman,
pengamatan, penelaahan dan identifikasi terhadap sumber-sumber
pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.* Dalam
penelitian ini penulis melakukan kajian pustaka terhadap bahan-
bahan kepustakaan dan karya ilmiah lainnya berupa buku-buku,
makalah, jurnal, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan
praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No 77/10 tentang jual beli emas

secara tidak tunai.
c. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, pengumpulan data pada
penelitian kualitatif juga melibatkan studi dokumentasi, yakni dengan
mengkaji beragam sumber tulis seperti catatan, buku, arsip, media,
serta dokumen lain. Data ini dimanfaatkan untuk menggali informasi
lebih dalam dan melacak peristiwa-peristiwa yang telah berlalu.**

5. Langkah Analisis Data
Setelah semua data yang didapatkan dan dibutuhkan terkait tentang

implementasi akad murabahah dan rahn pada praktik jual beli emas tidak

32 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2013),
him.140

3 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), him. 104.

3 prof. Muhammad Shiddiq Armia, Pendekatan Metode Dan Pendekatan Penelitian
Hukum, LKKI Banda Aceh, vol. 11 (LKKI, 2019) him. 43.
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tunai di Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh ini terakumulasi dan tersedia,
selanjutnya penulis akan melakukan penyusunan data. Semua data yang
didapat dan dikaji di lapangan baik itu hasil observasi, wawancara ataupun
kajian pustaka yang akan menunjukan hasil dari berbagai temuan.
Kemudian data dikelompokkan dan memilih berdasarkan tujuan dari
masing-masing pertanyaan agar bisa menguraikan secara mendetail dan

terperinci yang akan menunjukkan hasil dari berbagai temuan.

6. Instrumen Penelitian
Penulis memanfaatkan beberapa alat pengumpul data, seperti kertas
dan pulpen untuk mencatat poin-poin krusial, serta perekam audio guna
merekam wawancara dengan narasumber tentang praktik jual beli emas
nontunai di Pegadaian Syariah. Pada teknik observasi dan dokumentasi,
penulis juga menggunakan Kkertas-pulpen plus kamera untuk
mengabadikan foto serta video objek penelitian, sehingga menghasilkan

gambaran menyeluruh tentang praktik yang dikaji.

7. Pedoman Penulisan

Adapun jenis penelitian dari karya ilmiah ini berpedoman pada buku
pedoman penulis skripsi fakultas syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh edisi revisi tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), Fatwa DSN-MUI No 77/10 tentang jual beli emas tidak tunai,
buku-buku Figh Muamalah serta penulisan menguraikan ayat-ayat Al-
Qur’an dan terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh
Kementrian Agama Republik Indonesia. Sehingga dari pedoman tersebut

peneliti dapat menyajikan riset secara validitas dan sistematis.
G. Sistematika Pembahasan

Salah satu metode yang dapat membantu dalam memahami keseluruhan

isi riset ini adalah dengan menyajikan pembahasan secara terstruktur. Dalam
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skripsi ini, pembahasan dibagi menjadi empat bab, di mana setiap bab terdiri dari
sub bab yang disusun secara sistematis. Penjelasan mengenai sub pembahasan di
setiap bab disesuaikan dengan tema utama yang dibahas dalam bab tersebut.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar
belakang,masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian Pustaka,

penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Il landasan menguraikan teoritis seputar jual beli nontunai beserta
ketentuannya dalam syariah. Pada bagian pertama, dijelaskan konsep jual beli
emas tidak tunai yang mencakup pengertian dan dasar hukumnya, rukun serta
syarat sahnya, aturan jual beli emas nontunai dalam figh muamalah, hingga
konsep al-uqud al-murakkabah (kontrak hybrid). Bagian kedua membahas isi
Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 tentang mekanisme penjualan beli emas tidak
tunai, termasuk pandangan emas sebagai barang ribawi serta ketentuan syariah

untuk transaksi emas secara tidak tunai.

Bab Il menyajikan hasil penelitian berjudul analisis implementasi dua
akad pada transaksi jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010”. Isinya mencakup gambaran
umum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, mekanisme penjualan beli emas
nontunai di sana, serta analisis penerapan akad ganda dalam transaksi jual beli

emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang penulis
kaji yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan yang

berkenaan dengan rumusan penelitian di atas.



BAB DUA
LANDASAN UMUM IMPLEMENTASI DUA AKAD DALAM
JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI BERDASARKAN
FATWA DSN-MUI NO. 77/2010

A. Konsep Jual Beli Emas Tidak Tunai
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Dalam istilah figh, jual beli dikenal dengan kata al-bai’, yang berarti
menjual, mengganti atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya.
Dalam bahasa Arab, kata Al-bai’ sering digunakan juga untuk makna
sebaliknya (asy-syira) yang berarti membeli. Oleh karena itu istilah al-bai’
dapat berarti jual, namun juga sekaligus dapat berarti beli.*

Sedangkan secara terminologi jual beli diartikan sebagai transaksi
pertukaran yang menyebabkan beralihnya kepemilikan sebuah benda. Pada
prinsipnya, akad ini ditujukan untuk barang yang berwujud fisik. Sementara
itu, transaksi yang melibatkan jasa atau manfaat dianggap sebagai perluasan
(majaz) karena objeknya yang tidak tampak. Secara etimologi istilah ini
dikenal dengan istilah Al-Ba’i, At-tijarah (perdagangan), dan Al-
Mubadalah (pertukaran).

Beberapa ulama juga berpendapat mengenai definisi daripada jual beli,
sebagai berikut :

a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi

dadia SIS 31 ece 5 N Ala glaky A0 S AT 48y 28 3 08 L (rali e S Gl
37 oy 3l e das

% Zakiyah Nafsah, H. AH. Ali Arifin, “Jual Beli Dalam Ekonomi Islam ( Aplikasi Jual
Beli Dalam Figih Dan Perbankan Syariah ), vol 9 no. 02 (2023), him 71-79.

% Sri Ulfa Rahayu and Sandrina Malakiano Ritonga, Analisis Jual Beli Dalam Perspektif
Islam Sri “El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat”, vol 4 no 2 (2024), him 71-79,
https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841.

37 Muhammd ibn Qasim al-Ghazzi, “Al-Ghazzi, Muhammad Ibn Qasim, Fath Al-Qarib
Al-Mujib, Indonesia: Dar Al-lhya Al-Kitab, Al-Arabiah.,” n.d., him 30.
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Artinya.... Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah
memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu
atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja
yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang
demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang
berupa uang.

b. Menurut Imam Tagiyuddin dalam kitab Kiffayatul Al- Akhyar
g ol 4l e 585 claddy ecabialll ilis Jiay Il AT

Artinya.... Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola
(tasharruf) dengan ijab gabul, dengan cara yang sesuai
dengan syara.

c. Para ulama memberikan batasan yang beragam mengenai definisi
bisnis atau jual beli. Ulama Hanafiyah menitik beratkan pada aspek
legalitas, dimana jual beli dipandang sebagai pertukaran aset yang
dilakukan melalui prosedur yang dilegalkan secara syariat. Sementara
itu, imam Nawawi dalam al-Majmu’ menekankan pada aspek
fungsionalnya, yaitu pertukaran harta sebagai sarana perpindahan hak
milik. Secara umum, esensi jual beli adalah aktivitas tukar menukar
barang maupun uang yang berujung pada pelepasan hak kepemilikan
atas dasar keridaan atau kesukarelaan kedua belah pihak.**

Dasar hukumnya bersumber dari Al-Qur’an, as-sunnah dan

konsensus para ulama seperti dalam surah AI-Baqarah ayat 275

,,,,,

UJA.“;LQ_GeA )u\ g_,tam\dgjmtc Oas m\‘;\bf\}um i
Artinya ...... orang — orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang
kemauskan srtan lantaran (tekanan) penyakit gila.
Keadaan mereka yang demikian itu, Adalah disebabkan
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli

38 Abi Bakar ibn Muhammad al-Husaini and Tagiyuddin, Kifayatul Al-Akhyar Juz I,
(Surabaya: Darul 1lmi, n.d.) him 329.

39 Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” BISNIS : Jurnal Bisnis Dan
Manajemen Islam 3, no. 2 (2016): 239, https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494.



itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Orang — orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambnilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusan (terserah) kepada allah. Orang
yang Kembali (mengambil riba), maka orang itu Adalah
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
(Q.S. Al-Bagarah : 275).

Ayat ini menegaskan legalitas jual beli sekaligus menetapkan
keharaman riba, sebagai bentuk bantahan terhadap klaim kaum
musyrikin. Mereka menolak syariat tersebut karena menganggap
transaksi jual beli tidak berbeda dengan praktik riba. Melalui ayat ini,
Allah Swt membantah pandangan tersebut dengan mempertegas
perbedaan mendasar antara keabsahan jual beli dan larangan sistem
ribawi.4

Allah SWT juga menjelaskan jual beli dalam Qur’an surah An-
Nisa ayat 29 :
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Artinya.... wahai orang-orang yang beriman! Janganlah engkau

memakan harta sesame mu dengan jalan yang bathil

(tidak benar), Kecuali dalam perdagangan yang berlaku

atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan jangan lah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnnya Allah maha
penyayang kepadamu.” ( Q.S An-Nisa : 29) )

R 13) ) 52l 5

Artinya.... Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. Al-
Bagarah: 282).

Islam melarang umatnya memperoleh kekayaan dari orang lain
melalui cara-cara yang melanggar hukum syariat (batil), seperti

praktik korupsi, pencurian, penipuan dan pemerasan. Satu-satunya

40 Juhrotul Khulwah, “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam,” Al-
Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, VOL 07,No : 1 (2020): 101-16.



cara yang dilegalkan untuk memindahkan kepemilikan harta adalah
melalui mekanisme perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan

bersama dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual
beli (al-bai') dalam figh adalah akad pertukaran harta yang sah secara
syariat, berfungsi untuk memindahkan kepemilikan atas dasar
kesepakatan sukarela kedua pihak. Keabsahannya ditegaskan oleh Al-
Quran dan Sunnah, serta dibedakan dengan jelas dari praktik riba
yang diharamkan. Oleh karena itu, Islam memposisikan jual beli
sebagai cara halal dan adil untuk memperoleh harta, asal dilakukan

sesuai kaidah syariah tanpa unsur yang batal.

2. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Keabsahan transaksi jual beli sangat bergantung pada menyertakan

rukun dan syaratnya. Menurut figh muamalah, rukun jual mencakup tiga

unsur utama, yakni sighat (ijab dan gabul), agidaini (penjual dan pembeli),

serta ma'qud alaih (objek akad).
1) Sighat (ijab gabul)

2)

Para ahli figih membagi tiga pandangan soal keabsahan akad jual
beli, yaitu: pertama, akad sah jika disertai lafaz ijab dan gabul sebagai
wujud penyerahan serta penerimaan hak kepemilikan; kedua, akad sah
lewat tindakan nyata tanpa ucapan, seperti melakukan perbuatan
berdasarkan perbuatan; dan ketiga, akad sah baik melalui ucapan
maupun perbuatan, selama mencerminkan kesepakatan para pihak.
Agidaini (penjual dan pembeli)

Agidaini atau subjek jual beli melibatkan penjual dan pembeli.
Selain itu disebutkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam aqid tidak

41 Ibid. Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” (2019), him 243.



dapat melaksanakan akad tanpa kehadiran pihak-pihak yang

melaksankannya.

Subjek akad juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat sah
melakukan akad, yaitu :

a) Beragama Islam

b) Baligh

c) Berakal sehat

d) Menunaikan akad atas kemuannya sendiri
3) Ma’qud Alaih (obyek akad)

Agar sebuah kesepakatan jual beli dinyatakan sah secara hukum,
objek transaksi atau yang dikenal dengan istilah Ma’qud alaih harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Keberadaan Objek (wujud) : Barang tersebut harus ada secara fisik
atau memiliki kepastian ketersediaan pada saat akad berlangsung.

b) Milikiyah (kepemilikan yang sah) : Penjual harus memiliki hak
milik penuh atau otoritas legal seperti kuasa jual atas barang yang
diperjual belikan

c) Mutagawwim (bernilai ekonomis) : Objek harus merupakan
sesuatu yang bermanfaat dan tidak dilarang secara hukum maupun
syariat untuk diperdagangkan.

d) Taslim (dapat diserah terimakan) : Secara teknis barang tersebut
memungkinkan untuk berpindah tangan dari penjual ke pembeli
tanpa hambatan yang berarti.

e) Ma’lum (spesifikasi jelas) : ldentitas barang seperti kualitas,
kuantitas dan jenis harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah
pihak untuk menghindari unsur penipun atau ketidak pastian
(gharar).*

42 Rahayu and Ritonga, “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” El-Mujtama :
Jurnal Pengabdian Masyarakat”, vol 4 no 2 (2024).



Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sah atau
tidaknya jual beli sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat
yang meliputi sighat, aqidaini, dan ma’qud alaih. Setiap unsur tersebut
harus memenuhi ketentuan syariat agar akad memiliki kekuatan hukum
yang sah. Dengan demikian, kelengkapan rukun dan syarat menjadi dasar
utama dalam menjamin keabsahan serta keadilan dalam transaksi jual beli.

3. Ketentuan Jual Beli Emas Tidak Tunai Menurut Figh Muamalah
a. Jual beli tidak tunai-dalam Islam

Secara terminologis, jual beli tidak tunai terbagi menjadi dua
skema utama, yakni bai; bi al-tsaman al-ajil dan bai’ al-tagsith. Meski
sering dianggap sama namun keduanya memiliki perbedaan yang
terletak pada mekanisme pelunasannya, bai bi al-tagsith menggunakan
sistem cicilan periodic, sementara bai’ bi al-tsaman al-ajil
menggunakan sistem pembayaran tunggal yang ditangguhkan.
Implementasi kedua akad ini dipandang sah menurut syari’at, dengan
catatan harus tetap bersandar pada ketentuan hukum Islam yang berlaku
untuk menghindari unsur yang dilarang. Ketentuan-ketentuan tersebut
meliputi:

a) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai

nominal harga serta jangka waktu pelunasan yang ditetapkan

b) Kedua belah pihak baik pembeli atau penjual harus menetapkan

pilihan akad secara tegas diawal transaksi

c) Adanya kejelasan subjek hukum, yakni penjual sebagai

penyedia komoditas dan pembeli sebagai penerima manfaat

d) Setelah pembeli menentukan opsi pembayaran, harga tersebut

menjadi mutlak dan tidak boleh mengalami perubahan seperti
penambahan denda, meskipun terjadi keterlambatan dalam

proses pelunasan



e) Apabila dalam proses pelunasan sipembeli mengalami
hambatan, maka pembeli harus diberikan ruang secara hukum
untuk mengajukan pemutusan atau pembatalan akad

berdasarkan kesepakatan bersama.*

Transaksi tidak tunai memang sangat memudahkan dan
meringankan, namun transaksi secara tidak tunai sering kali terbentur
dilemma hukum jika barang yang diperjual belikan adalah logam
mulia. Hal ini bermula dari larangan Rasulullah SAW, sebagaimana
disebutkan dalam hadits riwayat Ubadah bin Shamit ra. Rasulullah Saw
bersabda :
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Artinya.... Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak,
gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis
gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma,
dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau
timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai).
Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia
telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan
tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada
dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584).

Hadis Nabi SAW merinci enam komoditas utama yang masuk
dalam kategori barang ribawi: emas, perak, serta empat bahan pangan
pokok (gandum, sya ‘ir, kurma dan garam). Penetapan ini berimplikasi
pada adanya protokol transaksi khusus dalam Islam. Jika proses

pertukaran atau perdagangan barang-barang tersebut menyimpang dari

4 Nur Mohammad, Faiz Amin, and Gama Pratama, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” Ecobankers : Journal of Economy and
Banking, vol 5 No 2 (2024) him 112-20.

4 Tmam Muslim, “Shahih Muslim, Hadis No. 1584, in Kitab Al-Buyu’.
https://sunnah.com/muslim:1584. Diakses pada tanggal 30 April 2026.
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batasan syariat, maka transaksi tersebut secara otomatis dianggap
sebagai praktik riba yang haram.*®

Berdasarkan aturan itu, mayoritas ulama dari empat mazhab utama
Hanafi, Maliki, Syafi'l dan Hanbali bersepakat bahwa jual beli emas
secara tidak tunai tidak dapat dibolehkan. Keyakinan ini berakar pada
pemahaman bahwa emas memiliki illat sebagai alat tukar
(tsamaniyyah), sehingga statusnya setara dengan mata uang. Oleh
karena itu, segala transaksi emas wajib dilakukan secara tunai dalam
satu sesi akad. Penundaan pembayaran atau penyerahan dianggap
sebagai riba, karena menimbulkan keuntungan tambahan dari faktor
waktu yang padat. Pandangan ini banyak dibahas dalam karya figh
klasik, seperti Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah az-
Zuhaili, yang menekankan bahwa pertukaran barang ribawi dilarang

jika melibatkan unsur penangguhan.*®

Meskipun demikian, seiring kemajuan zaman dan transformasi
sistem ekonomi, timbul pandangan berbeda dari sebagian ulama yang
lebih fleksibel terhadap penjualan beli emas secara tidak tunai. Gagasan
ini dikemukakan oleh tokoh-tokoh seperti lbnu Taimiyah dan lbnu
Qayyim, serta dianut oleh beberapa ulama masa kini. Mereka
menyatakan bahwa hukum bisa berubah seiring dengan berubahnya
illat. Jika dulu emas berperan sebagai alat tukar (tsaman), kini di era

modern emas lebih dilihat sebagai komoditas (sil'ah) atau alat investasi.

% Indra Marzuki and A. Nabila Mutiara, “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring
Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan
Tamasia) Indra,” Al-Mizan 5, no. 2 (2021): 84-103.

4 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, jilid VV (Damaskus: Dar al-Fikr,
n.d.). him 3490



Pergeseran fungsi ini membuka ruang penyesuaian hukum yang

sebelumnya melarang.*’

Menurut perspektif ini, transaksi jual beli emas tidak tunai dapat
dilakukan asal bebas dari riba yang jelas dan tetap menjunjung prinsip
keadilan dalam muamalah. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat (hajah)
juga menjadi alasan pembolehan, karena skema cicilan sudah menjadi
bagian integral dari dinamika ekonomi kontemporer. Oleh karena itu,
sejumlah ulama masa kini berpendapat bahwa larangan terhadap jual
beli emas secara tidak tunai bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan

bisa disesuaikan dengan kenyataan dan perkembangan zaman.

Perbedaan pandangan di antara ulama tersebut menggambarkan
bahwa hukum jual beli emas tidak tunai termasuk isu ijtihadiyyah yang
memungkinkan berbagai penafsiran. Di satu pihak, ada sikap tegas
untuk menghindari risiko riba, sementara di pihak lain muncul
pendekatan yang lebih adaptif dengan memandang pergeseran peran
emas dalam perekonomian masa kini. Diskusi inilah yang melahirkan
beragam fatwa modern, seperti Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010,
yang berusaha menyatukan ketentuan syariah dengan tuntutan transaksi
ini.

b. Rukun dan syarat jual beli emas secara tidak tunai

Adapun terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai, terdapat
perbedaan pendapat para ulama, yang mana jumhur ulama berpendapat
bahwa haram melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai,

namun sebahagian lagi ulama berpendapat bahwa boleh melakukan

47 Ahmad Zakki Zamani, “Istidal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas
Tidak Tunai,” AL-BANJARI 15, no. 1 (2016): 83-98.



transaksi jual beli emas secara tidak tunai dengan beberapa rkun dan

syarat sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

Penjual dan pembeli harus terhubung dalam satu majelis akad. Jika
melalui ponsel, maka aplikasi tersebut dianggap sebagai tempat
bertemunya kedua pihak secara virtual.

Harus ada emas yang menjadi objek utama dalam proses tukar-
menukar tersebut.

Harga emas harus disepakati di awal secara jelas agar tidak ada
pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari.

Adanya ikatan janji atau akad yang sah. Penjual bersedia
memberikan emasnya, dan pembeli setuju membayar sesuai harga

yang telah diputuskan bersama.*®

Adapun syarat-syarat sah nya transaksi jual beli emas secara tidak

tunai adalah sebagai berikut :

a.

Asas kerelaan, transaksi wajib didasari oleh kerelaan kedua belah
pihak tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan.

Kecakapan hukum subjek transaksi, baik penjual maupun pembeli
harus memenuhi Kirteria mukallaf (dewasa dan berakal sehat)
Kejelasan Sihgat (akad), adanya pernyataan kesepakatan yang
eksplisit antara kedua belah pihak, sehingga terjadi pemahaman
bersama bahwa transaksi yang dilakukan adalah pemindahan
kepemilikan melalui jual beli.

Legalitas kepemilikan objek yang halal, barang yang
diperjualbelikan harus merupakan hak milik sempurna (milkun

48 Indra Marzuki and A. Nabila Mutiara, “Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring
Dan Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan
Tamasia) Indra,” Al-Mizan, vol 5 no 2 (2021): him 91.



tamm) dari pihak penjual, bukan merupakan barang hasil curian,
barang pinjaman atau barang sengketa.

e. Spesifikasi objek harus jelas , emas yang menjadi objek transaksi
harus memenuhi standar kehalalan dan memiliki nilai manfaat
(tidak termasuk barang yang dilarang secara syariat maupun
hukum negara)

f. Transparansi harga, nominal harga wajib ditentukan secara jelas
dan jujur di awal kesepakatan untuk menjamin keterbukaan
informasi bagi kedua belah pihak.*°
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirangkum bahwa penjualan

beli emas secara tidak tunai masih menimbulkan perbedaan pandangan

di kalangan ulama, antara yang mengharamkannya dan yang

membolehkannya dengan syarat khusus. Meski begitu, kebolehannya

tetap ditentukan oleh rukun dan syarat akad, seperti kecerahan objek,
harga, serta kesepakatan sukarela kedua pihak. Oleh karena itu,
transaksi tersebut dianggap sah jika bebas dari unsur riba, gharar, serta
praktik yang melanggar prinsip syariah.
4. Konsep Al Uqud Al Murakkabah dalam Figh Muamalah
a. Pengertian Al Ugud Al Murakkabah

Secara bahasa, istilah akad memiliki beberapa makna, seperti
mengikat, menyambung dan berjanji. Artinya adalah menghubungkan
satu tali dengan tali lainnya, mempererat serta memperkuat ikatan
tersebut. Sementara itu menurut sebagian besar ulama, akad
didefinisikan sebagai ikatan antara ijab dan gabul yang disahkan oleh

syariah, sehingga menimbulkan akibat hukum pada objeknya.*®

49 Ibid. him 93-94.

%0 Siti Luthfiyah, Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah Atau Hybrid Contract
Pada Lembaga Keuangan Syariah, Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, vol 2 no 2 (2023),
him. 609-16.



Secara harfiah, hybrid contact merujuk pada kontrak yang
terbentuk dari berbagai jenis kontrak. Dalam istilah bahasa Indonesia
disebut multi yang berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau
berlipat ganda, dengan demikian multi akad disini menyiratkan akad
ganda atau akad yang melibatkan lebih dari satu jenis akad.>*

Sementara itu secara istiah figh, multi akad berasal dari bahasa arab
yaitu al-uqud al murakkabah, yang artinya akad ganda atau rangkap.
Frasa al-uqud al-murakkabah terdiri dari al-ugud yang merupakan
bentuk jamak dari kata ‘aqd dan al-murakkabah. Secara terminologi,
al-murakkabah berasal dari kata al-jam’ yang berarti mengumpulkan
atau menghimpun. Menurut ulama figh, istilah ini merujuk pada
penggabungan beberapa menjadi satu, yaitu menyatukan berbagai
unsur sesuatu yang terbentuk dari atau lebih baian sebagai lawan dari
yang sederhana dan tak terbagi, serta melakukan satu hal diatas yang
lain atau mengintegrasikan sesuatu dengan yang lainnya.>

b. Dasar Hukum Al Uqud Al Murakkabah

Hukum asal dalam muamalah didasarkan pada substansinya,
bukan pada praktiknya (iltifat ila al-ma’na). dibidang muamalah,
terdapat peluang luas untuk melakukan perubahan dan inovasi baru,
karena prinsip dasarnya adalah asas ibahah (“Al-ashlu fi al-mu ‘amalat
al-ibahah illa an yadulla dalil ‘ald tahrimiha”).>® Pandangan ini
didukung oleh beberapa nash yang menegaskan kebolehan multi akad
maupun akad secara umum. Salah satunya adalah firman allah SWT

dalam surah al maidah ayat 1.

51 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, entri “multi”,
diakses melalui https://kbbi.kemdikbud.go.id, pada tanggal 11 April 2026

>2 1bid, him. 16

53 «A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana) 2011, him. 130.
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Artinya.... Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad
itu. >4

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap bentuk akad pada dasarnya

diperintahkan untuk dipenuhi, sehingga mengandung makna umum

bahwa seluruh akad diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang

melarangnya.

Selain itu Nash lain yang dijadikan sebagai landasan berpendapat

tentang kebolehan multi akad ialah Q.S An-Nisa ayat 29
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Artinya.... Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka
sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.
55

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya
disyaratkan suka sama suka. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip
kerelaan (taradin) menjadi dasar keabsahan suatu transaksi dalam

Islam.

Dalam figh muamalah, terdapat beberapa hadist ang menjadi dasar

pembatasan dalam praktik al-uqud al-murakkabah. Di antaranya

% “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, QS. Al-
Maidah (5): 1.

55 “Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Jakarta:
Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa’ (4): 29.



adalah larangan menggabungkan dua akad dalam satu transaksi,
sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

i o o eyl 0 e 0 05 8
Artinya.... Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli
(HR At-Tirmidzi).>®
Selain itu terdapat pula larangan :
e b e 0o g ale @) e 00 U505

Artinya.... Rasulullah melarang dua kesepakat dalam satu kesepakatan.
(HR. Ahmad).*’

As cali Jag ¥ Sl

Artinya.... Tidak halal menggabungkan antara pinjaman dan jual
beli”(HR. Ah mad).®

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam multi

akad tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada bentuk akad yang

mengandung unsur gharar, riba atau ketidakjelasan.>®

Hal ini turut diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama
kontemporer yang memberikan legitimasi terhadap penggunaan al-
‘uqud al-murakkabah. Salah satu figur yang sering dijadikan rujukan
dalam hal ini adalah Wahbah az-Zuhaili. Menurut pandangan beliau,
hukum dasar dari setiap bentuk muamalah adalah diperbolehkan (al-

ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah), kecuali terdapat dalil yang secara

%6 “HR. Ahmad, Dalam Musnad Ahmad, Dan Diriwayatkan Pula Oleh at-Tirmidzi, Sunan
at-Tirmidzi, Kitab Al-Buyu’.,” n.d.

5 “HR. Ahmad, Dalam Musnad Ahmad, Juz 8.,” n.d.

58 «“HR. Abu Dawud Dan at-Tirmidzi, Dalam Sunan Abi Dawud Dan Sunan at-Tirmidzi,
Kitab Al-Buyu’.,” n.d.

5 Burhanuddin Susamto, “Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari
> Ah Nasional — Majelis Ulama Indonesia ( Dsn-Mui )" Al-Ihk&m vol 11, no. 1 (2016). HIm 214



eksplisit melarangnya. Oleh karena itu, penggabungan beberapa akad
tidak dapat langsung dinyatakan haram hanya karena melibatkan lebih
dari satu akad. Kebolehan tersebut tetap bergantung pada substansi
transaksi yang dilakukan. Apabila penggabungan akad tersebut tidak
mengandung unsur riba, gharar, penipuan (tadlis), atau syarat yang
bertentangan dengan prinsip syariat, maka penggabungan itu tetap
diperbolehkan.®® Pandangan ini menunjukkan bahwa fokus utama
syariah bukan pada banyak atau sedikitnya akad yang digunakan,
melainkan pada keberadaan atau ketiadaan unsur yang diharamkan
dalam transaksi tersebut.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Mustafa Ahmad Az-
Zarga, yang menegaskan bahwa perkembangan sistem ekonomi
modern telah menjadikan transaksi bisnis tidak dapat diselesaikan
hanya dengan satu bentuk akad. Beliau berpendapat bahwa
penggabungan beberapa akad merupakan kebutuhan (hajah) yang tak
terelakkan dalam praktik lembaga keuangan syariah kontemporer.®!
Dengan demikian, kontrak hibrida dapat diterima selama setiap akad
memenuhi rukun dan syaratnya sendiri, serta tidak digunakan sebagai
alat untuk melegalkan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh syariat.
Dengan kata lain, keberadaan beberapa akad dalam satu transaksi
bukanlah isu utama; lebih penting adalah apakah penggabungan
tersebut menghasilkan kemaslahatan dan tetap sejalan dengan tujuan

syariat (maqgashid al-syari‘ah).

60 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-
Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 340-345.

1 Amila, A. Hukum Multiakad (Al-Uqud Al-Murakkabah ) dalam Pandangan Beberapa
Ulama dan Pemikir Islam. Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 4 (1). 2010. him. 10-15.



Nazih Hammad juga berpendapat bahwa penggabungan akad
merupakan suatu keharusan dalam konteks perkembangan ekonomi
Islam modern. Namun, beliau menekankan beberapa batasan yang
penting. Menurutnya, al-'uqud al-murakkabah hanya diperkenankan
jika setiap akad memiliki fungsi dan konsekuensi hukum yang jelas,
serta tidak digunakan sebagai hilah (rekayasa hukum) untuk
mendapatkan keuntungan yang terkait dengan praktik riba.5? Dalam hal
ini, suatu transaksi yang mengkombinasikan akad jual beli dan akad
jaminan, seperti murabahah dan rahn, dapat dibenarkan asalkan akad
rahn berfungsi semata-mata sebagai jaminan pembayaran dan bukan
sebagai sarana untuk meraih keuntungan tambahan bagi kreditur.
Pandangan ini kemudian menjadi landasan bagi penyusunan berbagai
fatwa oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia terkait
produk-produk lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, sebagian ulama memberikan perhatian yang
lebih ketat terhadap praktik al-'uqud al-murakkabah. lIbn Taymiyyah
dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa larangan Rasulullah
SAW terhadap praktik "bai‘ataini fi bai'ah™ (dua transaksi dalam satu
transaksi) tidak dapat dipahami secara tekstual sebagai larangan
terhadap seluruh bentuk multi akad.®® Larangan tersebut ditujukan
kepada transaksi yang menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban
para pihak, mengandung unsur penipuan, atau menjadi jalan menuju
praktik riba. Oleh karena itu, apabila penggabungan akad dilakukan

secara transparan, setiap akad memiliki objek dan akibat hukum yang

62 \Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan
Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer.lslamadina : Jurnal Pemikiran
Islam,21(1). him. 1-16.
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jelas, serta tidak melahirkan unsur yang diharamkan, maka tujuan
larangan hadis tersebut pada dasarnya tidak dilanggar.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama menunjukkan bahwa inti
persoalan dalam al-'uqud al-murakkabah tidak terletak pada jumlah
akad yang digunakan, melainkan pada konsekuensi hukum yang
dihasilkan dari penggabungan akad tersebut. Oleh karena itu,
penggunaan dua atau lebih akad dalam satu transaksi tidak secara
otomatis menjadikan akad tersebut batal atau haram. Penilaian terhadap
keabsahan suatu kontrak hibrida harus dilakukan dengan
mempertimbangkan apakah setiap akad memenuhi rukun dan syarat
yang berlaku, bebas dari unsur gharar, tidak digunakan sebagai alat
untuk meraih keuntungan melalui riba, serta tidak menciptakan
ketidakadilan bagi salah satu pihak. Pendekatan ini menjadi landasan
bagi pengembangan berbagai produk lembaga keuangan syariah

modern, termasuk pembiayaan emas di Pegadaian Syariah.

Dengan demikian, al-ugud al-murakkabah pada dasarnya
diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang dalam

syariah, seperti riba, gharar dan maisir.

c. Syarat Sah dan Ketentuan Al Ugud Al Murakkabah
Secara prinsip, penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi
(hybrid contract) pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum Islam.
Hal ini didasarkan pada kaidah figh “A/-ashlu fi al-mu‘amalat al-
ibahah illa an yadulla dalil ‘ala tahrimiha”, yang menyatakan bahwa
hukum asal dari muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil

yang melarangnya.®* Namun demikian terdapat beberapa ketentuan dan

% M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis
(Bandung: Pustaka Setia, 2018).hIm. 85-87



syarat sah yang harus dipenuhi agar hybrid contract dinyatakan sah

untuk dijalankan. Yaitu:

1) Hybrid contract tidak boleh mengandung unsur yang dilarang oleh
syari’ah seperti riba, gharar dan maisir. Hal ini sejalan dengan
hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik pnggabungan
akad tertentu seperti larangan bai ataini fi bai’atin® sebagai mana
sabda Rasulullah SAW “Dari Abu Hurairah, ia berkata:
Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu transaksi”.%® (HR.
At-Tirmidzi No. 1231, dan Musnad Ahmad).

Selain itu terdapat pula larangan menggabungkan antara akad
jual beli dan pinjaman (bai’ wa salaf), sebagaimana sabda Nabi
Muhammad SAW “Rasulullah melarang (menggabungkan) jual
beli dengan pinjaman ”.%” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Dan hadis tentang larangan dua kesepakatan dalam satu
kesepakatan (shafgataini fi shafgah) “barang siapa melakukan dua
jual beli dalam satu akad, maka ia harus mengambil harga yang
paling rendah atau (jika tidak) maka ia terjatuh pada riba .8 (HR.
Sunan Abu Dawud No. 3461)

Hadist tentang ketiga larangan diatas pada dasarnya bertujuan
untuk menghindari ketidak jelasan gharar dan potensi riba dalam
transaksi.

2) Setiap akad yang tergabung dalam hybrid contrat harus memiliki

kejelasan objek, harga, serta hak dan kewajiuban para pihak.

8 Nurhadi, “Larangan Bai’ataini Fi Bai’atin Dalam Perspektif Fikih,” Jurnal Syariah
Dan Hukum, vol 8 no 2 (2022), him. 98-100.
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Kitab Al-Buyu’.”
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Ketidakjelasan objek, harga serta hak dan kewajiban para pigak
mengakibatkan akad menjadi tidak sah.®

3) Akad-akad yang digabungkan tidak boleh saling bertentangan satu
sama lain. Dalam figh muamalah dikenal beberapa bentuk al-uqud
al murakkabah, diantaranya al-uqud al mutagabilah, al-uqud al-
mujtami’ah’ dan al uqud al-mutanagidhah.”® Khususnya pada
akad yang saling bertentangan (muthanagidah), para ulama
sepakat bahwa penggabungan tersebut tidak diperbolehkan karena
menimbulkan akibat hukum yang saling menafikan.”

4) Hybrid contact tidak boleh digunakan sebagai sarana rekayasa
hukum (hilah) untuk menghalalkan sesuatu yang pada dasarnya
dilarang seperti praktik yang mengarah kepada riba melalui skema
jual beli semu.’

5) Dalam praktik Lembaga keuangan Syariah (LKS), hybrid contract
harus mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang Diatur dalam
fatwa DSN MUI. Pada dasarnya DSN MUI memperbolehkan
penggunaan multi akad sepanjang memenuhi prinsip syariah dan

tidak mengandung unsur ketidakjelasan maupun riba.

Hal ini tercermin dalam beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, di antaranya Fatwa

8 Fitriani, “Mplementasi Hybrid Contract Pada Produk Keuangan Syariah,” Jurnal
Ekonomi Dan Keuangan Islam, Vol 5, no. 2 (2019). him 134.

© Ahmad Syaiful Anwar, “Multi Akad Dalam Perspektif Fikih,” Jurnal Al-Mashrafiyah,
Vol 4, no. 1 (2020): him 55.

™ Siti Mujiatun, “Analisis Hukum Hybrid Contract,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,
Vol 6. No. 1 (2021), him 21-24.

2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Jakarta: Gramedia, 2017), him
243.



No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn™
dan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/20107 tentang jual beli emas Secara
tidak tunai, yang pada prinsipnya mengatur bahwa penggabungan akad
diperbolehkan selama setiap akad yang digunakan memiliki kejelasan
objek, harga hak dan kewajiban para pihak, serta tidak saling

bertentangan satu sama lain.

Selain itu, dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa dalam
praktik pembiayaan, penggabungan akad seperti antara murabahah dan
rahn - diperkenankan sepanjang masing-masing akad dilaksanakan
secara terpisah secara substansi, jelas dan tidak dijadikan sebagai

sarana untuk menyiasati larangan riba.

A. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No . 77/2010 Mengenai Mekanisme Jual
Beli Emas Secara Tidak Tunai
1. Konsep Emas sebagai Barang Ribawi
Komoditas ribawi didefinisikan sebagai aset yang berpotensi
memicu riba jika proses transaksinya menyimpang dari prinsip syariah.
Emas masuk ke dalam Klasifikasi ini karena perannya yang krusial
sebagai standar nilai sekaligus alat tukar dalam sistem ekonomi.”
Secara hukum asal, empat mazhab besar sepakat bhwa emas tidak
boleh diperjual belikan secara tidak tunai. Alasannya, emas adalah
barang ribawi yang syarat mutlak transaksinya harus bersifat nagddan

atau tunai ditempat. Aturan ketat ini bersumber dari arahan Rasulullah

" Dewan Syari’ah Nasional Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan
Yang Disertai Rahn. (2014).

" “Dewan Syari‘ah Nasional, Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas
Secara Tidak Tunai. (2020).

> Erwan Setyanor Nanda Islamiyah, Najla Aisyifa, “Cicil Emas Dalam Fikih Muamalah
Kontemporer,” Jurnal limiah Multidisiplin, Vol 2 no. 1 (2026), him 1094-1104.



SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ubadah bin Shamit

ra. Rasulullah Saw bersabda :
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Artinya.... Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak,
gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis
gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma,
dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau
timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai).
Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia
telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut
dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”
(HR. Muslim no. 1584).

Hadis Nabi SAW merinci enam komoditas utama yang masuk dalam
kategori barang ribawi: emas, perak, serta empat bahan pangan pokok
(gandum, sya’ir, kurma dan garam). Penetapan ini berimplikasi pada
adanya protokol transaksi khusus dalam Islam. Jika proses pertukaran
atau perdagangan barang-barang tersebut menyimpang dari batasan
syariat, maka transaksi tersebut secara otomatis dianggap sebagai praktik
riba yang haram.”

Ibnu Qudamah al-Hanbali menegaskan adanya konsensus di
kalangan ahli fikih mengenai pembagian illat (penyebab hukum) pada
komoditas ribawi. Beliau menjelaskan bahwa emas dan perak berbagi
satu illat yang sama sebagai kelompok mata uang (annaqdain). Begitu
pula dengan empat komoditas lainnya dalam hadis Ubadah bin Shamit
gandum, jelai, kurma dan garam yang diklasifikasikan ke dalam satu

kelompok illat yang sama sebagai bahan pangan (al-a 'yan al-arba’ah).

6 Marzuki and A. Nabila Mutiara, Analisis Transaksi Logam Mulia Secara Daring Dan
Tidak Tunai Menurut Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Aplikasi Lakuemas Dan Tamasia).
2021, him 88



Dengan demikian, hukum riba pada keenam barang tersebut secara garis
besar bertumpu pada dua kategori illat utama.”’
a. lllat ribawinya emas dan perak (an-nagdain)

Illat ribawinya emas dan perak terjadi perbedaan pendapat antar
pakar fikih madzhab. Setidaknya ada tiga pendapat dalam masalah
ini:

pertama, ulama dari kalangan Hanafi dan Hanbali berpendapat
bahwa faktor penyebab (illat) riba pada emas dan perak terletak pada
sifat barang tersebut yang dapat ditimbang (al-waznu) serta
kesamaan jenisnya (al-jinsu). Berdasarkan logika ini, aturan riba
tidak hanya terbatas pada emas dan perak, tetapi juga berlaku bagi
semua benda yang ditransaksikan berdasarkan berat/timbangan,
seperti besi, tembaga dan timah. Oleh karena itu, pertukaran barang-
barang tersebut dengan jenis yang sama wajib memenuhi syarat
kesamaan berat dan dilakukan secara tunai guna menghindari riba.”

Kedua, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan sebagian pengikut Imam
Ahmad berpendapat bahwa emas dan perak menjadi barang ribawi
karena statusnya sebagai mata uang atau alat pembayaran. Pendapat
ini membatasi cakupan barang ribawi hanya pada kedua logam
mulia tersebut. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, kelompok ini
menilai bahwa logam lain seperti timah atau besi tidak termasuk
barang ribawi karena keduanya bukan merupakan alat tukar yang

umum digunakan dalam transaksi.”

" Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah, Al-Magdisi Al-Hanbali, Al-Mughni, Cet.
Pertama (Beirut: Dar Al-Fikr), him 135.
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Ketiga, menurut Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim, alasan
utama emas dan perak terkena hukum riba adalah fungsinya sebagai
mata uang secara mutlak. Artinya, hukum ini berlaku untuk segala
bentuk alat tukar. Jadi, uang kertas yang kita pakai saat ini atau uang
koin recehan juga termasuk barang ribawi. Segala aturan ketat jual-
beli emas juga harus diterapkan pada uang-uang tersebut.°

b. Illat ribawinya empat macam barang ribawi selain emas dan perak
(Al-A’yan Al-Arba’ah)

Illat ‘ribawinya al-a’yvan al-arba’ah (empat macam barang
ribawi selain emas dan perak) yang disebutkan dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamith, yaitu al-burr (gandum), as-
sya’ir (jewawut/gandum), at-tamr (kurma) dan al-milh (garam)
terjadi perbedaan pendapat antar aliran fikih. Setidaknya ada empat
pendapat dalam masalah ini:

Dalam kajian fikih, para ulama berbeda pendapat soal illat riba
pada komoditas yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ulama
Mazhab Hanafi dan Hanbali menyatakan bahwa illat riba ada pada
penggunaan takaran atau timbangan saat bertransaksi, sedangkan
Mazhab Syafi'i menekankan sifatnya sebagai makanan pokok
sebagai penyebab utama. Sementara itu, mazhab Maliki dan Ibnu al-
Qayyim al-Jauziyyah membahasnya dengan status makanan utama
yang tahan lama saat disimpan, dan Ibnu Taimiyyah memadukan
antara sifat makanan dengan penggunaan takaran atau timbangan.

Keragaman ini mengilustrasikan bahwa penentuan barang ribawi

8 Ibnu Taimiyyah, Majmu’ Al-Fatawa Libni Taimiyyah, Cet. Ke 3 (Beirut: Dar Al-
Wafa’, 2005), him. 471



bergantung pada berbagai kriteria yang saling melengkapi untuk

memahami hukum riba secara utuh.8

Dari parameter diatas maka dapat disimpulkan bahwa barang-
barang tidak dianggap sebagai barang ribawi jika tidak memenuhi dua
syarat tadi secara bersamaan. Contohnya adalah buah-buahan seperti
apel, semangka, kelapa atau telur, karena biasanya dijual per biji (bukan
ditakar/ditimbang). Begitu pula dengan barang yang bukan makanan
seperti besi atau minyak wangi za faran, meskipun keduanya berat,

statusnya tetap bukan barang ribawi karena tidak untuk dikonsumsi.

2. Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Mengenai Jual Beli Emas
Secara tidak Tunai.

Secara etimologis, fatwa berarti jawaban atau tanggapan terhadap
suatu masalah hukum, yang berasal dari kata al-fata (pemuda) yang
melambangkan kekuatan dan kejelasan, serta afta yang artinya
memberikan penjelasan dan ketenangan.®? Ulama seperti Zamakhsyari
dan Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa hakikat fatwa adalah upaya
menjelaskan suatu isu secara gamblang agar tidak menimbulkan
keraguan. Secara terminologi syariat, fatwa merupakan penjelasan
hukum Islam yang dikeluarkan oleh mufti kepada mustafti (peminta
fatwa), baik individu maupun kelompok, tanpa mempedulikan
identitasnya. Dalam bahasa Indonesia, fatwa dipahami sebagai pendapat
atau keputusan hukum beserta nasihat dari seorang ulama. Secara
substansial, fatwa adalah hasil ijtihad dengan ruang lingkup yang lebih

spesifik daripada fikih umum, karena bertujuan menyampaikan dan

8 Muhammad Hamdi and Uas, “Analisis Illat Ribawi Menurut Empat Madzhab Fikih,”
Al-Tsaman, 2022, him 5-8.
82 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), him. 259



mengklarifikasi hukum yang ada agar mudah dipahami dan diterapkan
dalam kehidupan bermasyarakat.®

Secara umum, penetapan fatwa bersandar pada empat pilar utama
dalil syariat, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma’ dan Qiyas. Keempat
instrumen hukum ini telah disepakati validitasnya oleh mayoritas ulama
(Jumhurul ulama) sebagai sumber rujukan utama, sebagaimana
diamanatkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59. Landasan
operasional untuk berijtihad dalam merumuskan fatwa juga didukung
oleh hadis populer mengenai Mu’adz bin Jabal saat diutus sebagai hakim
(gadhi) ke Yaman. Dalam riwayat tersebut,  Rasulullah SAW
memberikan legitimasi bagi penggunaan ijtihad akal ketika sebuah
persoalan hukum tidak ditemukan penjelasan eksplisitnya secara naqli
dalam Al-Qur'an maupun sunnah.84

Dewan Syariah Nasional (DSN) hadir sejak tahun 1999 sebagai
lembaga bentukan MUI yang dihuni oleh para pakar hukum Islam. Fokus
utamanya adalah mengawal denyut ekonomi umat, khususnya pada
sektor keuangan syariah. Dalam praktiknya, DSN bertugas merumuskan
prinsip-prinsip Islam ke dalam bentuk fatwa yang menjadi panduan baku
bagi seluruh transaksi di lembaga keuangan syariah. Tak hanya itu, DSN
juga berperan sebagai pusat kendali yang mengawasi Dewan Pengawas
Syariah (DPS) di tiap-tiap lembaga keuangan. Hal ini dilakukan demi
menjaga harmoni dan konsistensi hukum, sehingga tidak terjadi

perbedaan fatwa antar lembaga yang bisa membingungkan masyarakat.%®

8 Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan, terj. As’ad Yasin
(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), him. 5
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Dalam Fatwanya DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang jual beli
emas secara tidak tunai pada fatwa no 77 tahun 2010 tentang jual beli
emas secara tidak tunai. Dalam menetapkan ketentuannya, DSN merujuk
pada diskursus global para ulama yang terbelah ke dalam dua arus
pemikiran utama mengenai hukum jual beli emas dengan uang kertas
secara tidak tunai. Pandangan pertama, yang dipegang oleh mayoritas
ulama, mengharamkan praktik tersebut. Landasan argumen mereka
berpijak pada posisi uang kertas dan emas yang sama-sama dianggap
sebagai alat tukar (tsaman), sehingga pertukarannya wajib dilakukan
secara kontan. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat ‘Ubadah bin al-
Shamit yang mensyaratkan serah terima tunai dalam pertukaran harta
ribawi yang berbeda jenis.®®

Sebaliknya, pandangan kedua yang didukung oleh sejumlah
fukaha kontemporer seperti syeikh Abdurahman As-Sa’di, menyatakan
bahwa transaksi tersebut diperbolehkan. Dasar pemikiran ini merujuk
pada ijtihad syeikh al-Islam lbnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim yang
membedakan status emas berdasarkan fungsinya. Menurut Ibnu Qayyim,
emas yang telah diolah menjadi perhiasan atau komoditas dagang telah
mengalami perubahan identitas dari alat tukar menjadi barang konsumsi
(goods). Karena fungsinya ‘telah berpindah dari "harga” menjadi
"barang"”, maka ketentuan riba yang mengikat mata uang tidak lagi
berlaku, sehingga diperbolehkan untuk diperjualbelikan dengan sistem
pembayaran tangguh sebagaimana komoditas lainnya.

Maraknya praktik perdagangan emas secara tidak tunai, baik
melalui sistem angsuran (tagsith) maupun pembayaran tangguh (ta'jil),
pada akhirnya melahirkan diskursus hukum di kalangan umat.
Perdebatan ini mengerucut pada dua kutub pemikiran, yaitu pandangan

8 Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasygiy, al-lkhtiyarat al-Fighiyah min Fatawa Syaikh
Ibn Taimuyah, (al-Qahirah, Dar allstigamah, 2005), him. 146



yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan transaksi
tersebut.®” Para ulama yang mengharamkan cicilan emas berpijak pada
ketentuan hadis tentang riba yang mewajibkan pertukaran emas dan
perak dilakukan secara kontan. Mereka berargumen bahwa karena emas
berfungsi sebagai alat pembayaran (tsaman), maka segala bentuk
penundaan atau pengangsuran dalam transaksinya secara otomatis
memicu terjadinya riba.%

Berdasarkan ~Fatwa DSN-MUI, kelompok ulama yang
memperbolehkan transaksi jual beli emas secara angsuran
mengemukakan beberapa argumen fundamental sebagai berikut:

1. Dalam konteks ekonomi modern, emas dan perak dipandang
sebagai barang berharga (si/’ah) yang diperjualbelikan seperti
komoditas pada umumnya, bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar
atau mata uang (tsaman).

2. Emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan mengalami
perubahan status hukum menjadi serupa dengan pakaian atau
barang konsumsi lainnya. Karena fungsinya bukan lagi sebagai
alat pembayaran, maka tidak berlaku hukum riba dalam
pertukarannya dengan uang, sebagaimana sahnya jual beli barang
lain yang berbeda jenis secara tidak tunai.

3. Larangan terhadap sistem angsuran ini dinilai akan mencederai
kemaslahatan masyarakat. Mengingat tingginya kebutuhan umat

terhadap akses kepemilikan emas, metode pembayaran bertahap

8 Gusti Muslihuddin Sa’adi, Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis
terhadapFatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas), At-Taradhi: Jurnal
Studi Ekonomi, Vol 10, no 1, Juni 2019, him. 59

8 |is Muala Wati, Kontekstualisasi Riba dalam Jual Beli Emas Online (Studi Terhadap
Distributor Mini Gold), El-Faqgih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol 7, No 1, April 2021,
him. 61



menjadi solusi untuk menghindari kesulitan ekonomi (masyaqgah)
yang tidak perlu.

4. Menutup ruang bagi jual beli emas secara tangguh dianggap secara
tidak langsung akan menghambat praktik utang-piutang yang
bermanfaat di tengah masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan
menimbulkan problematika ekonomi yang sangat luas bagi
publik.8®

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010, jual beli emas
secara tidak tunai, baik dengan sistem cicilan biasa atau skema
murabahah, dinyatakan diperbolehkan (ja ’iz). Keabsahan transaksi ini
bersandar pada status emas yang saat ini dipandang sebagai komoditas,
bukan sebagai mata uang resmi. Meski demikian, praktik ini harus tetap
mengikuti koridor dan syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh
dewan syariah, Sebagai berikut:

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu
perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan
jaminan (rahn).

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka

4. tidak boleh dijual belikan atau dijadikan obyek akad lain yang
menyebabkan perpindahan kepemilikan.%

Emas memiliki kedudukan khusus dalam hukum Islam karena
statusnya sebagai barang ribawi, sehingga setiap transaksinya baik

ditukar dengan sesama emas, perak maupun uang harus mengikuti

8 Nor Lolita Mayasari, Praktik Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Cara Tukar Tambah
Ditinjau Dari Hukum Islam Di Kecamatan Bantah, Jurnal llmiah Research Student Vol.1, No.2
November 2023, him. 648

% Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual -
Beli Emas Secara Tidak Tunai, (2010)



aturan yang ketat. Status ribawi ini melekat pada emas karena perannya
sebagai alat transaksi yang bersifat universal. Jika ditarik dari
sejarahnya, emas bukan sekadar logam mulia, melainkan fondasi
sistem pembayaran yang menjadi penentu nilai bagi seluruh komoditas
di pasar.®! Perdebatan mengenai hukum emas berpusat pada penetapan
illat (penyebab hukum) ribanya. Mazhab Hanafi dan Hanbali
berargumen bahwa illat riba terletak pada timbangan (wazan) dan
kesamaan jenis, merujuk pada hadis Abu Said Al-Khudri yang
mengaitkan riba dengan takaran. Namun, pandangan yang lebih kuat
dan disepakati lembaga fatwa internasional menyatakan bahwa illat
emas adalah mutlag al-tsamaniyah (fungsinya secara mutlak sebagai
alat tukar/standar nilai).%> Namun, untuk tetap berhati-hati, transaksi
komoditi ribawi tetap harus tunduk pada tiga skenario pertukaran
berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit untuk memastikan tidak adanya

unsur riba. Sebagai berikut :

a. Dalam pertukaran harta ribawi yang sejenis, seperti emas dengan
emas atau kurma dengan kurma, berlaku dua syarat mutlak:
kesamaan ukuran (baik secara timbangan maupun volume) dan
dilakukan secara tunai di tempat akad (tagabudh). Pelanggaran
terhadap syarat kesamaan ukuran (misalnya perbedaan berat)
diklasifikasikan sebagai riba fadhl. Sementara itu, penundaan
dalam serah terima barang meskipun ukurannya sama akan
memicu terjadinya riba nasiah. Adapun transaksi yang

melanggar kedua aspek tersebut sekaligus yakni terdapat

%1 Fadilla, Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang,
Jurnal Islamic Banking, Vo 4 No 2 Februari 2019, him 99.

%2 Melfi Nadhriati, Sudirman Suparmin, Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam
Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial
Islam, Vol 5 No 2 (2023) July-December 2023. him 203.



perbedaan takaran dan penangguhan waktu disebut sebagai riba
fadhl-nasiah.®

b. Ketika menukar dua jenis barang ribawi yang berbeda namun
satu kelompok (misalnya emas ditukar perak), aturan mainnya
menjadi lebih longgar dalam hal jumlah, namun tetap ketat dalam
hal waktu. Diperbolehkan menukar barang dengan perbandingan
jumlah yang berbeda, namun penyerahannya wajib dilakukan
secara kontan. Jika salah satu barang baru diserahkan di
kemudian hari, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah karena
mengandung unsur riba nasiah.

c. Dalam syariat Islam, pertukaran harta ribawi yang berbeda jenis
dan berbeda illat seperti emas dengan kurma memiliki ketentuan
yang lebih fleksibel. Pada jenis transaksi ini, tidak didasarkan
pada kesamaan ukuran maupun serah terima secara tunai di
tempat akad yang sama. Dengan demikian, penukaran satu gram
emas dengan sepuluh kilogram kurma tetap sah dan
diperbolehkan, meskipun dilakukan secara tangguh atau jangka

waktu, asalkan tidak tercampur unsur riba sama.

Secara umum, perdebatan hukum jual beli emas tidak tunai berakar
pada perbedaan penetapan illat riba. Mayoritas ulama klasik
melarangnya karena emas dipandang sebagai alat tukar (tsaman) yang
wajib dipertukarkan secara tunai untuk menghindari riba. Sementara
itu, Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 membolehkan praktik
tersebut dengan menganggap emas modern sebagai komoditas (si/ ‘ah),

9 Abdurrohman Kasdi, Analisis Bunga Bank dalam Pandangan Figih, Jurnal Igtishadia,
Vol. 6, No. 2, September (2013), him 323.

% Tin Muyasarah Zainurrahman Musnadi, Hu’shila Awalia Rizqiani, “An Analytical
Study of Dsn Fatwa No. 77/Dsn-Mui/v/2010 on Non-Cash Gold Trading,” Jurnal Ekonomi Dan
Bisnis, vol 6 no 02 (2025), him 21.



sehingga dapat diperjualbelikan secara angsuran atau murabahah
selama tidak berfungsi sebagai mata uang resmi. Kebolehannya tetap
disertai syarat, seperti larangan penambahan harga setelah jatuh tempo
dan larangan memindahtangankan emas jaminan, guna mencegah riba

fadhl maupun nasiah.



BAB TIGA

ANALISIS KESESUAIAN JUAL BELI EMAS TIDAK TUNAI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH
BERDASARKAN KETENTUAN FATWA DSN-MUI NO
77/2010

A. Gambaran umum Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

PT pegadaian (persero) merupakan BUMN di sektor jasa gadai, kini
tergabung dalam holding ultra mikro di bawah Bank Rakyat Indonesia.
Lembaga ini mempunyai sejarah panjang sejak abad ke-18, berawal dari
berdirinya Bank van Leening oleh VOC sebagai cikal bakal usaha gadai
di Indonesia.

Selama era kolonial, pemerintah Hindia Belanda mengendalikan
monopoli bisnis gadai lewat Staatsblad No. 131 Tahun 1901, yang
melahirkan pegadaian pertama di Sukabumi pada 1 April 1901. Pasca-
kemerdekaan, pegadaian sempat pindah-pindah lokasi karena gejolak
perang, hingga akhirnya pulang ke Jakarta dan diambil alih pemerintah
Republik Indonesia. Statusnya pun berevolusi beberapa kali, dari
Perusahaan Negara (PN) sejak 1961, menjadi Badan Usaha berdasarkan
PP No. 10 Tahun 1990 (jo. PP No. 103 Tahun 2000), lalu resmi berganti
nama menjadi PT pegadaian (Persero) melalui PP No. 51 Tahun 2011, dan
mulai beroperasi efektif pada 1 April 2012.% Terakhir, pada 2 Juli 2021,
pemerintah menyerahkan sahamnya ke Bank Rakyat Indonesia melalui PP
No 73 Tahun 2021, guna membentuk holding BUMN keuangan ultra

mikro.%

% Wikipedia, Pegadaian, Diakses Pada Tanggal 15 April 2026, Melalui
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegadaian?utm_source.

% Winarto, Yudho (6 Juli 2021). "PP pembentukan holding ultra mikro terbit, Pegadaian
dan PNM jadi anak usaha BRI" . kontan.co.id (dalam bahasa Indonesia). Kontan . Diakses tanggal
15 April 2026.
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Menyusul tuntutan masyarakat yang terus berkembang, PT pegadaian
(Persero) juga meluncurkan layanan syariah melalui pegadaian syariah,
yang dimulai secara nasional sejak tahun 2003. Layanan ini berlandaskan
prinsip syariah, terutama akad rahn dan murabahabh, sesuai fatwa Majelis
Ulama Indonesia.

Di Banda Aceh, pegadaian syariah muncul sebagai bagian dari
perluasan layanan tersebut dan mulai beroperasi sekitar tahun 2004-2005.
Posisinya terasa lebih mendesak di sini dibandingkan daerah lain,
mengingat Aceh menerapkan daerah dengan syariat Islam secara resmi,
sehingga permintaan lembaga keuangan syariah pun sangat tinggi.%’

Latar belakang berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
meliputi kesadaran masyarakat yang tinggi akan transaksi keuangan
syariah, dukungan regulasi daerah melalui Qanun Aceh yang
memfasilitasi lembaga keuangan Islam, serta kebutuhan akan pembiayaan
yang cepat, mudah dan transparan tanpa riba. Situasi ini menjadikan
pegadaian syariah sebagai solusi pembiayaan alternatif yang tidak hanya
mengejar keuntungan, namun juga menjunjung keadilan serta pemenuhan
syariah.

Oleh karena itu, Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bukan
sekadar bagian dari transformasi PT Pegadaian (Persero), melainkan juga
instrumen krusial dalam memajukan ekonomi syariah lokal, sekaligus
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang selaras
dengan nilai-nilai Islam.

2. Struktur Kelembagaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Secara kelembagaan Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh bersifat
hierarkis dan tersentralisir. Kantor pusat pegadaian syariah mengawasi

kantor wilayah yang tersebar diseluruh Indonesia. Salah satunya ialah,

% PT Pegadaian, Profil dan Sejarah Pegadaian Syariah, diakses melalui.
https://pegadaian.co.id/. Pada tanggal 04 Mei 2026.
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kantor wilayah | Medan yang bertanggung jawab mengelola oprasional
pegadaian syariah di wilayah Sumatra dan sekitarnya. Dibawah kantor
wilayah 1 Medan, terdapat beberapa area kerja, yakni area Aceh, area
Medan I, area Medan |1, serta area Rantau Prapat. Yang tiap area dipimpin
oleh pemimpin area, yang disebut deputi area, yang mana deputi area
memiliki tanggung jawab mengelola operasional di areanya.

Khusus untuk area Aceh, terdapat sembilan kantor cabang yang berada
di bawah koordinasinya yaitu:, Cabang Banda Aceh, Cabang Keutapang,
Cabang Bireuen, Cabang Lhokseumawe, Cabang Langsa, Cabang Kuala
Simpang, Cabang Meulaboh, Cabang Blang Pidie, dan Cabang Tapak
Tuan. Yang mana setiap kantor cabang memiliki tanggung jawab dalam
menjalankan operasional layanan pegadaian syariah diwilayahnya
masing-masing serta membawahi beberepa unit pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M.Raul Putra yang
menjabat sebagai manajement bisnis Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh,
menjelaskan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga
membawahi beberapa unit pelayanan (UPC) yang berfungsi untuk
memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, yaitu’ Unit Ulee
Kareng, Unit Lamdingin, Unit Lamlagang, Unit Simpang Surabaya, Unit
Simpang Mesra, Unit Kampung Mulia, Unit Punge dan Unit Sabang yang
juga tunduk pada Pegadaian Syariah Cab Banda Aceh. Unit pelayanan ini
memiliki peran penting dalam memberikan layanan langsung kepada
masyarakat.*®

Lebih lanjut struktur kepemimpinan di Pegadaian Syariah Cabang
Banda Aceh terdiri dari beberapa tingkatan jabatan yang memiliki tugas
dan fungsi masing-masing. Secara umum, struktur tersebut adalah sebagai
berikut:

% Hasil wawancara dengan M.Raul Putra, Manajement bisnis Pegadaian Syariah cabang
banda Aceh pada tanggal 13 April 2026.



1) Deputi area, deputi area adalah sebutan untuk orang yang
memimpin Pegadaian Syariah Area 1 Medan.

2) Pemimpin cabang, sebagai penanggung jawab utama atas seluruh
kegiatan operasional cabang.

3) Manajer bisnis, yang bertanggung jawab dalam pengembangan
usaha dan pencapaian target bisnis cabang.

4) Asisten manajer non gadai, yang memiliki kedudukan setara
dengan pimpinan unit pelayanan dan bertanggung jawab terhadap
produk non gadai.

5) ~Account officer, yang bertugas dalam analisis dan pengelolaan
pembiayaan.

6) Admin kredit, yang bertanggung jawab terhadap administrasi
pembiayaan.

7) Bagian penagihan, yang bertugas melakukan penagihan terhadap

nasabah.

Sementara itu, pada tingkat Unit Pelayanan Cabang (UPC), struktur
organisasi terdiri dari:
1) Pengelola unit, yang memiliki kedudukan setara dengan asisten
manajer non gadai di tingkat cabang,
2) Kasir, yang bertugas dalam transaksi keuangan,
3) Security, yang bertanggung jawab terhadap keamanan operasional

unit.%

% Hasil Wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab
Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.



Tabel 3.1

Struktur Kepemimpinan Pegadaian Syari’ah Cabang Banda Aceh

Deputi Area

Pemimpin
cabang

Manajer Bisnis

Pemimpin Unit

Asisten Manajer Pelayanan (UPC)

al Account .
Officer —| Kasir
— Admin Kredit | |_| Security
| | Bagian
penagihan

Sumber data : Hasil wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer bisnis Pegadaian Syari’ah
Cab Banda Aceh

B. Mekanisme Jual Beli Emas Tidak Tunai Pada Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh
Jual Dbeli emas secara tidak tunai merupakan salah satu produk
pembiayaan yang ditawarkan oleh pegadaian syari’ah kepada masyarakat
guna memberikan kemudahan dalam memiliki emas sebagai instrument

investasi. Produk ni memungkinkan nasabah untuk memperoleh emas dengan



cara pembayaran secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
kesepakatan antara para pihak pegadaian dan nasabah.%

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh melalui wawancara dengan pihak manajemen
dan empat orang nasabah, diperoleh gambaran bahwa mekanisme jual beli
emas secara tidak tunai dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan
terstruktur.

Berdasarkan keterangan M. Raul Putra selaku manajer bisnis
Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, proses pembiayaan emas diawali
dengan pengajuan dari nasabah yang ingin membeli emas tetapi belum
memiliki dana yang memadai untuk pembelian secara tunai.’’® Nasabah
awalnya menentukan jumlah emas yang ingin dibeli, kemudian pihak
pegadaian memberikan penjelasan lengkap mengenai harga emas yang
berlaku pada saat transaksi berlangsung, besarnya uang muka (down
payment) yang diperlukan, margin keuntungan yang diterapkan, serta
simulasi rinci angsuran yang wajib dibayarkan oleh nasabah sepanjang
periode pembiayaan.

Penjelasan ini semakin diperkuat melalui hasil wawancara dengan
Faridah Ariani sebagai nasabah, yang menyampaikan bahwa pada tahap
permulaan, ia menentukan jumlah emas yang diinginkannya untuk dibeli,
kemudian petugas pegadaian memberikan uraian secara mendetail terkait
harga emas yang berlaku, besarnya uang muka yang diperlukan, margin
keuntungan, serta besaran angsuran yang wajib dibayarkan hingga akhir

masa pembiayaan.'%? Fakta ini menggambarkan bahwa proses transaksi awal

10 Kompas.com, “Mengenal Jenis-jenis Produk Pegadaian Syariah”, diakses pada
tanggal 18 April melalui : https://money.kompas.com/read/2023/10/11/141528426/mengenal-
jenis-jenis-produk-pegadaian-syariah?page=all&utm_source.

101 «“Hasil Wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab
Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.”

102 Hasil wawancara dengan faridah Ariani, nasabah Pegadaian Syariah Cabang banda
Aceh, pada tanggal 20 April 2026.
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dilakukan dengan transparan melalui penyampaian informasi secara lengkap
kepada nasabah sebelum akad pembiayaan resmi dilaksanakan.

Lebih lanjut, dalam penentuan harga, M. Raul Putra menjelaskan
bahwa pihak Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh menetapkan harga dasar
emas sesuai dengan harga pasar pada saat akad, kemudian menambahkan
margin keuntungan berdasarkan kebijakan perusahaan.’®® Margin tersebut
disampaikan secara terbuka kepada nasabah di awal transaksi. Apabila
nasabah menyetujui harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin
tersebut, maka transaksi dilanjutkan ke tahap akad. Dengan demikian,
kesepakatan yang terjadi dalam transaksi ini didasarkan pada prinsip an
taradin minkum (saling ridha antara para pihak).

Hal ini sejalan dengan keterangan Alfi Akmalia, yang menyebutkan
bahwa pihak Pegadaian Syatiah Cabang Banda Aceh telah menjelaskan
secara detail mengenai harga, margin serta angsuran, sehingga ia paham dan
menyetujui transaksi tersebut.!%* Sementara Mariani mengaku bahwa
meskipun penjelasan sudah diberikan, ia kurang memperhatikan secara
mendalam, namun tetap menyetujui karena angsuran masih terjangkau
dengan kemampuannya.l® Perbedaan ini mencerminkan variasi tingkat
pemahaman di antara para nasabah.

Dalam Hal penetapan harga. M. R aul Putra menegaskan bahwa harga
emas yang digunakan dalam transaksi adalah harga yang disepakati pada saat
akad dan bersifat tetap selama masa angsuran. Hal ini berarti bahwa
meskipun terjadi fluktuasi harga emas dipasar, jumlah angsuran yang

dibayarkan oleh nasabah tidak mengalami perubahan hingga masa

103 “Hasil Wawancara Bersama M.Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab
Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.”

104 “Hasil Wawancara Dengan Alfi Akmalia, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh, Pada Tanggal 04 Mei 2026.

105 “Hasil Wawancara Dengan Mariani, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh,
Pada Tanggal 04 Mei 2026.



pembiayaan berakhir. Pernyataan ini dibenarkan oleh seluruh nasabah
termasuk Faridah Ariani, Mriani dan Alfi Akmalia, yang menyatakan bahwa
angsuran yang mereka bayarkan tetap setiap bulannya.

Selanjutnya, nasabah diwajibkan untuk membayar uang muka (down
payment/DP) sebagai bagian dari harga emas. Menurut keterangan M. Raul
Putra, pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian tidak mencakup
keseluruhan harga emas. Sebagai ilustrasi, apabila harga emas sebesar
5.000.000,00 maka pihak pegadaian hanya membiayai sebesar 4.400.000,00
sedangkan sebesar 600.000,00 dibayarkan oleh nasabah sebagai uang muka.
Sisa pembiayaan tersebut kemudian diangsur oleh nasabah dalam jangka
waktu tertentu, misalnya selama 12 bulan, dengan jumlah angsuran yang
telah ditentukan dan dibagi secara merata setiap bulannya.

Dari aspek akad, M. Raul Putra menjelaskan bahwa transaksi ini
menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn.'®® Akad
murabahah digunakan sebagai dasar jual beli, di mana pihak pegadaian
menetapkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan
yang telah disepakati di awal. Sementara itu, akad rahn digunakan sebagai
jaminan, di mana emas yang dibeli oleh nasabah dijadikan sebagai barang
jaminan hingga seluruh kewajiban angsuran diselesaikan.

Pemahaman terkait akad ini juga tercermin dari hasil wawancara
dengan Alfi Akmalia. menyatakan bahwa dirinya mengetahui akada apa yang
digunakan dalam transaksi, sedangkan Faridah tidak mengetahui istilah akad
secara spesifik akan tetapi mengetahui bahwa transaksi ini adalah bentuk jual
beli.

Lebih lanjut, dalam komponen biaya, M. Raul Putra menjelaskan
bahwa selain margin, terdapat pula biaya tambahan berupa ujrah (biaya

penitipan atau safe deposit box) yang dihitung secara berkala. Sebagai

106 “Hasil Wawancara Bersama M. Raul Putra, Manajer Bisnis Pegadaian Syariah Cab
Banda Aceh, Tanggal 13 April 2026.”



contoh, ujrah tersebut dikenakan biaya sekitar 0,29% perbulannya. Selain itu,
terdapat pula kemungkinan pemberian diskon kepada nasabah setelah
pembayaran uang muka, misalnya sekitar 0,53%. Seluruh komponen biaya
tersebut telah disepakati di awal akad sehingga tidak mengalami perubahan
selama masa angsuran. Hal ini juga dibenarkan oleh para nasabah yang
menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan biaya selama masa pembiayaan
berlangsung.

Terkait dengan objek transaksi, M. Raul Putra menjelaskan bahwa
meskipun secara hukum kepemilikan emas telah berpindah kepada nasabah
sejak akad murabahah disepakati, namun secara fisik emas tersebut tidak
langsung diserahkan, melainkan ditahan oleh pihak Pegadaian sebagai
jaminan (rahn). Ketentuan ini dipahami oleh para nasabah, termasuk Faridah
Ariani, yang menyatakan bahwa penahanan emas tersebut telah dijelaskan
sejak awal dan tidak menjadi keberatan.

Mengenai pembayaran angsuran, semua nasabah menyatakan bahwa
sistemnya bersifat tetap setiap bulan. Namun dalam praktiknya, ada nasabah
yang pernah telat membayar, seperti yang diakui Mariani. Pada kasus seperti
itu, pihak pegadaian akan memberikan peringatan kepada nasabah berupa
denda.

Kemudian, berdasarkan keterangan M. Raul Putra, dana hasil denda
tersebut tidak dianggap sebagai keuntungan bagi perusahaan, melainkan
dimasukkan ke dalam Dana Kebajikan Umat (DKU) yang dimanfaatkan
untuk kegiatan sosial.l®” Hal ini juga diketahui oleh sebagian nasabah,
walaupun tidak semuanya memahami secara rinci mengenai pengelolaannya.

Tabel 3.2

Mekanisme jual beli emas dipegadaian Syariah Cab Banda Aceh
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No Aspek Utama Uraian Singkat

1 | Pengajuan Nasabah  Mengajukan Pembelian  emas,
menentukan jumlah serta membawa dokumen
penting seperti ktp.

2 | Penetapan harga Harga Emas ditetapkan diawal disaat akad dan

tidak akan berubah karena Fluktuasi

3 |Uang Muka & | Nasabah bayar DP,, sisanya dibiayai dan
Pembiayaan diangsur

4 | Sistem Angsuran Angsuran tetap setiap bulan

5 | Akad Menggunkan akad murabahah dan rahn

6 | Biayadan Margin | Termasuk Margin Kauntungan, Ujrah, dan
kemungkinan diskon

7 | Jaminan Emas ditahan sebagai jaminan sampai angsuran
lunas

8 | Denda Apabila nasabah telat membayar dikenakan

Keterlambatan

Denda yang akan dialokasikan menjadi dana
kebijakan Umat (DKU)

Sumber: Hasil Wawancara Bersama M. Raul Putra. Manajer bisnis pegadaian
Syariah Cab Banda Aceh

Secara keseluruhan, berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul
Putra serta empat nasabah, yakni Faridah Ariani, Alfi Akmalia, Mariani dan
Fauziah, mekanisme penjualan beli emas secara tidak tunai di Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh telah berjalan secara sistematis. Prosesnya
meliputi tahap pengajuan, penetapan harga, kesepakatan margin yang
didasarkan pada prinsip dan taradin minkum, pelaksanaan akad, hingga
penyelesaian kewajiban oleh nasabah. Meskipun demikian, masih terdapat

perbedaan tingkat pemahaman di kalangan konsumen terkait aspek akad dan



detail pembiayaan, sehingga diperlukan peningkatan edukasi guna
memastikan transparansi dan kepatuhan syariah dapat dipahami secara lebih

optimal oleh semua pihak.

C. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah dan Rahn dalam
Transaksi Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai di Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN-MUI No.
77/2010

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli emas secara tidak tunai, Fatwa
DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang didasarkan pada Al-Qur'an,
hadis, kaidah ushul figh dan kaidah figh menetapkan bahwa praktik tersebut
secara syar'l adalah mubah (diperbolehkan), sepanjang emas tidak lagi
berstatus sebagai alat tukar (tsaman), tidak terjadi perubahan harga terhadap
biaya angsuran selama akad telah disepakati, serta emas yang dijaminkan
dilarang diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya melalui akad
lainnya. Ketentuan normatif ini menjadi landasan bagi implementasi jual beli
emas secara tidak tunai di lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen bisnis Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh serta beberapa nasabah di Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh,®® menunjukkan hasil bahwa praktik jual beli emas
secara tidak tunai secara umum telah mengikuti ketentuan Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia, terutama Fatwa No. 77/DSN-
MUI/V/2010 Tentang Transaksi Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini
menyatakan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan (ja‘iz) dengan syarat
pokok bahwa emas diperlakukan sebagai komoditas (sil'ah) bukan alat tukar

(tsaman), harga jual ditentukan sejak awal akad dan tidak boleh berubah
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selama jangka waktu, serta emas sebagai objek jaminan (rahn) tidak boleh
dialinkan selama masa pinjaman. Implementasi formal ini terlihat dari
penetapan harga tetap di awal akad, keterbukaan margin keuntungan, dan
kestabilan besaran angsuran sepanjang masa pembiayaan .*%°

Apabila dilihat dari dari hadis enam komoditas ribawi, praktik ini pada
hakikatnya termasuk dalam ranah ijtihadiyyah yang sangat sensitif. Yang
mana menurut pandangan jumhur ulama, emas merupakan barang ribawi
karena sifat tsamaniyyah-nya, sehingga pertukarannya wajib dilakukan
dengan tunai secara langsung dan dilarang. Meski begitu, pendekatan dalam
praktik ini secara implisit mengikuti mazhab Ibnu Taimiyah dan Ibnu
Qayyim, yang berpendapat bahwa hukum figh bisa berubah seiring
perubahan illat; di mana emas pada era modern difungsikan sebagai
komaoditas, sehingga transaksi tidak tunai menjadi ja'iz. Namun berdasarkan
analisis penulis, penerapan pandangan tersebut belum sepenuhnya mengatasi
masalah, sebab secara nyata emas masih berperan sebagai penyimpan nilai
(store of value) yang dalam ekonomi kontemporer tetap mirip fungsi uang.
Dengan demikian, perubahan illat sebagai dasar pembolehan bersifat parsial
dan rentan dikritik dari sudut pandang figh klasik.°

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul Putra dan
sejumlah nasabah, terungkap bahwa emas yang dibeli nasabah tidak
diserahkan secara fisik kepada mereka, melainkan langsung ditahan oleh
pegadaian sebagai jaminan dalam akad rahn. Praktik ini dilakukan melalui
satu rangkaian transaksi pembiayaan emas tidak tunai yang mengintegrasikan
akad murabahah dan rahn. Pada mekanisme tersebut, nasabah secara sah

menjadi pemilik emas setelah akad murabahah disetujui, sementara
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pegadaian menyimpan emas itu sebagai aggunan hingga seluruh kewajiban
pembayaran nasabah lunas.'!* Dari sudut pandang figh muamalah, kondisi
ini dapat dijelaskan melalui konsep kepemilikan (al-milk) dan penguasaan
atas objek akad. Secara prinsip, akad jual beli menyebabkan perpindahan hak
milik dari penjual ke pembeli. Oleh karena itu, setelah terealisasi akad
murabahah, hak kepemilikan emas beralih kepada nasabah, meskipun barang
tersebut belum dikuasai secara fisik oleh nasabah.'? Penguasaan yang belum
berpindah secara langsung ini disebabkan karena emas dijadikan marhun
(objek jaminan) dalam akad rahn yang dilakukan secara bersamaan.

Namun demikian, kondisi tersebut memerlukan analisis lebih lanjut
dari perspektif figh muamalah, khususnya mengenai terpenuhinya syarat
kejelasan objek akad (ma'qud 'alaih). Dalam hukum Islam, objek jual beli
harus diketahui secara jelas oleh para pihak agar tidak mengandung unsur
gharar maupun jahalah. Mayoritas fugaha berpendapat bahwa kejelasan
objek tidak selalu mensyaratkan barang harus diperlihatkan secara fisik
kepada pembeli, melainkan cukup apabila jenis, berat, kadar, kualitas,
keberadaan, dan kemampuan penjual menyerahkan barang telah diketahui
secara pasti. Oleh karena itu, tidak diperlihatkannya emas kepada nasabah
pada saat akad tidak secara otomatis menyebabkan akad menjadi batal
ataupun mengandung gharar selama pegadaian benar-benar memiliki emas
tersebut dan mampu menyerahkannya setelah seluruh kewajiban nasabah
dipenuhi.

Sebaliknya, apabila emas yang diperjualbelikan ternyata belum
dimiliki oleh Pegadaian atau belum tersedia pada saat akad berlangsung,

maka praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW
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yang melarang menjual barang yang belum dimiliki (dxie (ol W a5 )13 Oleh
karena itu, kepastian mengenai keberadaan emas menjadi unsur penting
dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip figh muamalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul Putra selaku Manajer
Bisnis Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, pihak Pegadaian menjelaskan
bahwa emas yang menjadi objek pembiayaan telah tersedia dan berada dalam
penguasaan Pegadaian sebelum akad murabahah dilaksanakan. Tidak
diperlihatkannya emas kepada nasabah bukan karena emas tersebut belum
ada, melainkan karena setelah akad murabahah emas tersebut secara
langsung dijadikan objek rahn sebagai jaminan atas pembiayaan sampai
seluruh angsuran dilunasi. Dengan demikian, menurut penulis, praktik
tersebut tidak termasuk kategori menjual barang yang belum dimiliki (bai'
ma laysa 'indaka), karena unsur kepemilikan dan keberadaan barang telah
terpenuhi sejak sebelum akad dilakukan.

Praktik tersebut selaras dengan ketentuan Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-
MUI/V/2010, yang mengizinkan penjualan beli emas secara tidak tunai
dengan syarat emas yang dapat dijadikan jaminan (rahn). Di sisi lain, diatur
tersingkirkan barang jaminan juga sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.
25/DSN-MUI/111/2002, yang membolehkan murtahin (penerima gadai)
menyimpan barang jaminan hingga utang rahin (pemberi gadai) dilunasi.
Dengan demikian, dipilih emas oleh pegadaian bukan bertujuan untuk
menghapus hak kepemilikan nasabah, melainkan sebagai mekanisme
pengikatan jaminan atas pembiayaan yang disalurkan.

Dari segi akad, berdasarkan wawancara dengan M. Raul Putra sebagai

manajer bisnis Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, transaksi pembiayaan
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emas dilakukan melalui gabungan akad murabahah dan rahn.''* Secara
normatif, praktik ini dibolehkan sesuai Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-
MUI/1V/2014, yang menyatakan bahwa penggabungan akad diperkenankan
selama setiap akad dilakukan secara jelas dan tidak melanggar prinsip
syariah. Dalam pelaksanaannya, akad murabahah menjadi dasar jual beli
emas tidak tunai, sementara akad rahn berperan sebagai jaminan atas
pembiayaan dari pegadaian. Dengan demikian, kedua akad tersebut memiliki
fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam satu rangkaian
mekanisme pembiayaan.*®

Jika dijelaskan melalui teori al-uqud al-murakkabah, praktik ini
mencerminkan penggabungan akad yang dibolehkan dalam figh muamalah
kontemporer, sebab setiap akad mempertahankan objek, tujuan, serta akibat
hukumnya yang jelas. Akad murabahah tetap berperan sebagai akad jual beli,
sementara akad rahn sebagai akad penjaminan. Pandangan tersebut sejalan
dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan bahwa hukum asal
seluruh bentuk muamalah adalah boleh (al-ashlu fi al-mu‘amalat al-ibahah),
termasuk penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, selama tidak
mengandung unsur riba, gharar, maupun rekayasa hukum (hilah) yang
bertentangan dengan syariat. Senada dengan itu, Mustafa Ahmad Az-Zarga
menjelaskan bahwa praktik al-'uqud al-murakkabah merupakan kebutuhan
dalam transaksi keuangan modern selama masing-masing akad tetap
memiliki objek, tujuan, serta akibat hukum yang berbeda.!® Adapun Nazih
Hammad menegaskan bahwa penggabungan akad hanya dilarang apabila

dijadikan sarana untuk memperoleh keuntungan yang pada hakikatnya
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merupakan praktik riba.!}” Oleh karena itu, berdasarkan pendapat para
ualama tersebut penulis menyimpulkan, Penggunaan dua akad pada praktik
jual beli emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah mematuhi
ketentuan fatwa DSN-MUI, karena pelaksanaan akad dilakukan secara
transparan, disetujui oleh semua pihak, dan tidak menghapus hak
kepemilikan nasabah atas emas yang dijadikan jaminan.

Di sisi lain, berdasarkan wawancara dengan pihak pegadaian dan
sejumlah nasabah, terungkap bahwa nasabah dikenai biaya ujrah untuk
penitipan emas sebagai jaminan. Praktik ini secara normatif dibolehkan
menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/I11/2002, yang menyatakan
bahwa murtahin boleh menerima biaya pemeliharaan dan penyimpanan
barang jaminan sepanjang didasarkan pada jasa yang disediakan.!'®
Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 24/DSN-
MUI/IN1/2002, yang mengizinkan ujrah sebagai ketidakseimbangan atas
layanan penyimpanan yang diberikan kepada nasabah.!*® Dalam pelaksanaan
di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, ujrah ditetapkan sebagai biaya
penitipan dan pemeliharaan emas selama berada di bawah penguasaan
pegadaian. Menurut penulis, praktik ini selaras dengan prinsip syariah karena
ujrah yang dikenakan sebagai ketidakseimbangan atas jasa penyimpanan dan
pengamanan emas, bukan sebagai tambahan keuntungan dari pembiayaan.
Selain itu, biaya tersebut telah dijelaskan kepada nasabah sejak awal akad.

Menurut penulis, aspek yang perlu diperhatikan bukan hanya adanya
biaya ujrah, melainkan dasar penetapannya. Dalam figh muamalah, ujrah

merupakan imbalan atas jasa (iwadh al-khidmah), sehingga besarannya harus
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mencerminkan biaya nyata yang timbul akibat penyimpanan dan
pemeliharaan barang jaminan. Oleh karena itu, ujrah tidak boleh dijadikan
sebagai sarana memperoleh keuntungan tambahan yang berkaitan dengan
pembiayaan karena kondisi tersebut dapat mengaburkan perbedaan antara
akad rahn dan akad gardh ataupun murabahah. Berdasarkan hasil wawancara,
biaya ujrah di Pegadaian Syariah dikenakan sebagai kompensasi atas jasa
penyimpanan dan pengamanan emas, bukan dihitung sebagai tambahan atas
pokok pembiayaan. Dengan demikian, menurut penulis praktik tersebut telah
sesuai dengan karakter ujrah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI.
sehingga memenuhi kriteria sebagai transparansi dan kesepakatan antarpihak
dalam transaksi syariah.

Selanjutnya mengenai penerapan denda atas keterlambatan
pembayaran, berdasarkan hasil wawancara dengan M. Raul Putra bahwa dana
denda tersebut dialokasikan ke dalam Dana Kebajikan Umat dan tidak dicatat

120 ‘Selain memenuhi

sebagai pendapatan atau keuntungan bagi lembaga.
ketentuan Fatwa DSN-MUI, penerapan denda keterlambatan juga perlu
dianalisis dari perspektif perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf
¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.?!
Oleh karena itu, besaran denda, dasar pengenaan, serta tujuan penggunaan
dana denda wajib dijelaskan kepada nasabah sejak sebelum akad
ditandatangani. Menurut penulis, praktik Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh telah memenuhi prinsip keterbukaan tersebut karena mekanisme

pengenaan denda telah diinformasikan kepada nasabah pada saat akad,
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sedangkan dana denda tidak diakui sebagai keuntungan perusahaan,
melainkan dialokasikan untuk Dana Kebajikan Umat sebagaimana diatur
dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/1X/2000. 22

Di samping itu, praktik pembiayaan emas melalui akad murabahah dan
rahn juga menimbulkan konsekuensi hukum mengenai pembagian tanggung
jawab atas barang jaminan selama masih berada dalam penguasaan
Pegadaian. Meskipun hak kepemilikan emas telah beralih kepada nasabah
melalui akad murabahah, penguasaan fisik atas emas tetap berada pada
Pegadaian berdasarkan akad rahn. Dalam figh muamalah, kondisi tersebut
dikenal dengan konsep yad al-amanah, yaitu penguasaan yang didasarkan
pada amanah. Konsekuensinya, Pegadaian tidak bertanggung jawab atas
kerusakan atau kehilangan emas apabila terjadi karena keadaan memaksa
(force majeure). Akan tetapi, apabila kerusakan atau kehilangan tersebut
disebabkan oleh kelalaian dalam penyimpanan, maka status penguasaan
berubah menjadi yad al-daman yang mewajibkan Pegadaian memberikan
ganti rugi kepada nasabah. Menurut penulis, pembagian tanggung jawab
tersebut menunjukkan bahwa akad rahn tidak menghapus hak kepemilikan
nasabah atas emas, melainkan hanya memberikan hak kepada Pegadaian
untuk menahan barang sebagai jaminan sampai seluruh kewajiban
pembiayaan diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa
praktik jual beli emas tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
pada umumnya telah sesuai dengan prinsip figh muamalah dan ketentuan
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kesesuaian tersebut
terlihat dari mekanisme transaksi yang transparan dan menjaga ketentuan-

ketentuan syariah, penerapan akad murabahah dan rahn yang tidak saling
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mensyaratkan, pengelolaan jaminan emas, biaya ujrah hingga penanganan
denda keterlambatan yang mengacu pada fatwa DSN-MUI terkait. Dengan
demikian, praktik tersebut dinilai telah memenuhi standar kewajaran syariah,

baik dalam pelaksanaan akad maupun prosedur operasionalnya.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis secara mendalam dalam penelitian
berjudul “Analisis Implementasi Akad Murabahah dan Rahn pada Praktik
Jual Emas Tidak Tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (Tinjauan
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Nomor 77 Tahun 2010)”, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai
berikut:

5. Mekanisme penjualan beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh dilakukan secara terstruktur dan sistematis,
mencakup tahap pengajuan nasabah, penentuan harga emas sesuai harga
pasar pada saat akad, pembayaran uang muka, pelaksanaan akad, serta
pembayaran angsuran secara periodik. Transaksi ini mengandalkan dua
akad pokok, yakni murabahah untuk jual beli dan rahn sebagai jaminan
pembiayaan. Secara praktis, pegadaian menerapkan transparansi dengan
menjelaskan secara rinci harga pokok, margin keuntungan, biaya ujrah
dan jadwal angsuran kepada nasabah sebelum akad disepakati.

6. Berdasarkan regulasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
praktik jual beli emas secara tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang
Banda Aceh secara keseluruhan telah mematuhi ketentuan syariah
sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010,
khususnya mengenai kejelasan harga sejak awal akad, tidak adanya
perubahan harga selama masa cicilan, serta penahanan emas sebagai
jaminan dalam akad rahn tanpa adanya perpindahan penguasaan penuh
kepada nasabah sebelum kewajiban pembiayaan diselesaikan. Penerapan
akad murabahah dan rahn juga telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.
92/DSN-MUI/IV/2014 karena kedua akad dijalankan secara terpisah
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sesuai fungsi masing-masing. Selain itu, ketentuan ujrah telah dijelaskan

dan disepakati sejak awal akad sebagai biaya pemeliharaan barang

jaminan, sedangkan denda keterlambatan pembayaran dialokasikan ke
dalam dana kebajikan umat sehingga tidak menjadi keuntungan bagi
pihak Pegadaian Syariah. Oleh karena itu, praktik jual beli emas secara
tidak tunai di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah menunjukkan
penerapan prinsip dan standar kesesuaian syariah, baik dari sisi akad
maupun prosedur operasionalnya.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran yang dapat

disampaikan:

1. Kepada Pegadaian Syariah, disarankan untuk memperkuat edukasi
dan literasi syariah bagi nasabah, terutama mengenai pemahaman
akad, hak dan kewajiban dalam pembiayaan, serta mekanisme
transaksi secara keseluruhan. Langkah ini krusial agar prinsip an-
taradin minkum (saling ridha) terwujud bukan hanya secara formal,
melainkan juga substantif melalui pemahaman menyeluruh dari
kedua belah pihak.

2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
disarankan untuk terus memperkuat dan mengembangkan regulasi
mengenai praktik jual beli emas tidak tunai di lembaga keuangan
syariah, terutama yang mencakup penerapan akad murabahah dan
rahn dalam pembiayaan emas. Selain itu, DSN-MUI diharapkan
dapat memperluas sosialisasi, pengawasan, serta penyediaan
panduan teknis yang lebih detail, sehingga pelaksanaan transaksi di

lembaga keuangan syariah tetap selaras dengan prinsip Sayriah.
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Daftar Penyusunan Wawancara :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk jual beli emas secara tidak tunai di
Pegadaian Syariah Cabang Banda Acch scjak tahap awal hingga pelunasan.

2. Dalam tahap pengajuan, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, dan
bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian sebelum
pembiayaan disctujui?

3. Ketika nasabah menentukan jumlah emas yang akan dibeli, bagaimana pihak
Pegadaian menetapkan harga emas tersebut? Apakah mengacu pada harga pasar
harian, dan bagaimana mckanisme penctapan margin keuntungan.

4. Bagaimana pihak Pegadaian menjelaskan komponen harga kepada nasabah, seperti
harga pokok, margin, uang muka, serta besaran angsuran? Apakah ada standar
transparansi tertentu yang harus dipenuhi.

5. Dalam praktiknya, bagaimana sistem pembayaran angsuran yang diterapkan?

6. Dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai ini, akad apa saja yang digunakan
oleh Pegadaian Syariah Cabang Banda Acch, dan bagaimana struktur penerapannya
dalam satu transaksi?”

7. Apakah terdapat potensi tumpang tindih antara akad jual beli dan akad jaminan

8. Dalam praktiknya, kapan scbenarnya terjadi perpindahan kepemilikan emas kepada
nasabah? Apakah sejak akad ditandatangani atau setelah pelunasan,

9. Bagaimana dasar penetapan biaya ujrah atas penitipan emas?

10. Dalam hal keterlambatan pembayaran angsuran olch nasabah, bagaimana prosed
yang dilakukan oleh Pegadaian, dan bagaimana mekanisme pengelolaan dana ta’m:

11, Menurut Bapak/Ibu, apakah masih terdapat kendala atay tantangan dalam e
penerapan akad murabahah dan rahn dalam praktik ini, khususnya da} :
kesesuaian dengan prinsip figh muamalah 4m menjaga
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(Tinjauan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui No 77/2010)
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Tempat : Kediaman Nasabah dan Pegadaian Syariah Cabang Banda
Aceh
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dari

Tujuan Wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data terkumpul
lapangan, data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, akan dibuka dikhalayak ramai

apabila ada persetujuan dari responden yang diwawancarai.

9,

Daftar Penyusunan Wawancara :

- Apakah Bapak/Ibu Pernh Mendengar tentang Fatwa DSN MUI No 77/2010 tentang

jual beli cmas sccara tidak tunai?
Apa Motivasi bapak/ibu membeli emas secara ridak tunai/ cicil dipegadaian Syariah
cabang banda Aceh?

Mengapa Bapak/Ibu Lebih Memilih Pegadaian Syariah untuk membeli cmas?
Bagaimana prosedur pembelian emas secara tidak tunai di Pegadaian, termasuk
apakah pihak Pegadaian menjelaskan secara rinci mengenai harga emas, uang muka,
dan angsuran?

- Apakah bapak/ibuk mengetahui akad apa saja yang digunakan dala transaksi jual beli

emas tidak tunai/cicil ?
Apakah Pihak Pegadaian Menjelaskan tentang akad yang digunakan, margin/
keuntungan tambahan, denda ketika terlambat membayar dan apa alasan bapak/ibu

menyetujuinya.

- Apakah Prosedur penahanan emas dijelaskan sccara Jelas Oleh pihak Pegadaian, dan

Apakah Anda merasa keberatan emas yang anda beli ditahan?

Apakah jumlah angsuran yang bapak/ibu bayarkan itu ietap atau sesuai dengan apa
yang disepakati diawal?

Apakah Bapak/Ibuk Pernah mengalami keterlambatan pembayaran?

10. Kira-Kira Menurut Bapak/ibuk jual belie mas yang seperti ini sesuai ga buk sama

ketentuan syariat?
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